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PENGANTAR

Pada periode Kabinet Kerja 2015–2019, pembangunan di 
bidang pertanian difokuskan pada kedaulatan pangan, 
seperti tercantum dalam Nawa Cita. Salah satu di antaranya 

yang ingin dicapai adalah program peningkatan produksi menuju 
swasembada gula dan lumbung pangan dunia 2045 yang telah 
dijabarkan dalam “Road Map Produksi Gula Tahun 2016–2045”.  

Kebutuhan revitalisasi pabrik gula (PG) lama, pembangunan 
PG baru, dan perluasan lahan serta intensifikasi untuk pertanaman 
tebu dengan didukung pengembangan inovasi teknologi 
perkebunan merupakan program yang mendesak untuk mencapai 
target swasembada gula. Pengalaman meningkatkan produksi 
gula dengan melakukan rehabilitasi PG lama yang dimiliki oleh 
BUMN ternyata belum mampu mendorong dan meningkatkan 
produksi gula. Sementara kinerja PG yang dimiliki dan dikelola 
oleh swasta ternyata berkembang lebih produktif dan efisien serta 
memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam peningkatan 
produksi gula nasional. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan 
untuk lebih banyak melibatkan sektor swasta dengan menawarkan 
berbagai kemudahan dalam mengatasi permasalahan produksi 
gula, sekaligus menunjukkan potensi pengembangan agrobisnis 
gula. 
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Buku ini menawarkan bagaimana menjaring investasi 
swasta untuk mewujudkan swasembada gula. Diyakini dengan 
pembangunan PG oleh swasta yang berbasis sumber daya dalam 
negeri yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi, akan mampu 
menghasilkan produk gula berkualitas dan efisien. Di beberapa 
negara penghasil gula berbasis tebu, dengan penerapan pengolahan 
produk gula bernilai tambah dan berdaya saing tinggi, mampu 
menekan biaya produksi serendah mungkin dan berakibat pada 
pendapatan pabrikan yang sangat menguntungkan. Diharapkan 
keberhasilan program ini akan berdampak selain peningkatan 
produksi gula yang nyata, juga memberikan iklim usaha tani tebu 
yang menguntungkan petani serta menjamin ketersediaan gula 
nasional yang stabil dengan harga yang terjangkau  konsumen.

Untuk mewujudkan swasembada gula nasional, masih banyak 
pekerjaan rumah yang harus diselesaikan mengingat banyaknya 
sektor yang terlibat. Paling tidak terdapat 8 sektor yang terkait 
dalam pengembangan agroindustri gula, meliputi pertanian, 
perindustrian, perdagangan, kehutanan dan lingkungan hidup, 
perbankan, BKPM, BUMN, dan pemerintah daerah. Masing-
masing sektor tentunya harus bersinergi menerbitkan kebijakan 
yang dapat mendukung investasi dalam agrobisnis gula, terutama 
terkait dengan kebutuhan lahan, perizinan di bidang industri dan 
perdagangan, penanaman modal, dan fasilitas keuangan. Terkait 
dengan hal tersebut Kementerian Pertanian telah menawarkan 
berbagai kemudahan, antara lain: (1) perizinan perkebunan, (2) 
penyediaan informasi ketersediaan dan kesesuaian lahan, (3) 
penyediaan informasi dan pelatihan teknologi inovasi perkebunan 
tebu, (4) penyediaan informasi kelayakan usaha perkebunan tebu, 
dan (5) penyediaan benih varietas unggul tebu. 

Buku ini telah disusun dengan pemikiran dan energi yang 
menyita waktu tidak sedikit oleh tim penulis dengan bantuan 
tim pendukung yaitu: Ir. Colo Sewoko, M.Ec., Ir. Gde Wirasuta, 
M.M.A., Ir. Yulistiana Endah Utami, M.Sc., Dr. Idha Widi 
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Arsanti, Muhammad Ikhsan, S.E., M.M., Maria Rosalin, S.P., dan 
Adi Nurahmat, S.S., M.M., serta IAARD Press sebagai penerbit. 
Untuk itu, disampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak 
terhingga. 

Buku “Menjaring Investasi Meraih Swasembada Gula” yang 
ditulis secara komprehensif oleh para ahli di bidang industri gula 
dengan bantuan tim pendukung ini, diharapkan dapat memberi 
pemahaman yang lebih luas bagi masyarakat umum maupun 
investor tentang manfaat dan pentingnya pengembangan usaha 
agroindustri gula bagi kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan 
gula nasional. Terima kasih.

Jakarta, September 2018

Editor
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PRAKATA

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puja dan puji syukur 
penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Penyayang. 
Tanpa karunia-Nya, mustahil naskah buku ini terselesaikan 

tepat waktu mengingat tugas dan kewajiban lain yang bersamaan 
hadir. Penulis benar-benar merasa tertantang untuk menyelesaikan 
naskah buku ini karena penulis sangat menyadari bahwa untuk 
membalikkan masa jaya industri gula tanah air dari keterpurukan 
tidaklah mudah. 

Dalam masa jayanya sebelum perang kemerdekaan, jumlah 
pabrik gula (PG) pernah mencapai 179 unit dengan didukung  
oleh 269 ribu ha lahan tebu. Berbeda dengan saat ini, luas lahan 
tebu mencapai 425 ribu ha dengan PG yang hanya 59 unit. Jumlah 
ini pun didominasi oleh PG yang berada di bawah kepemilikan 
dan pengelolaan negara. Surutnya agroindustri gula tanah air 
juga ditunjukkan dengan stagnannya dan bahkan cenderung 
menurunnya produksi gula setelah tahun 2008 hingga tahun 
2017. Dengan produksi gula yang terus menurun menyebabkan 
status Indonesia telah berubah dari eksportir menjadi net-importir 
gula. Ketergantungan terhadap impor gula akan mengancam 
kedaulatan pangan. Terlebih dengan kebutuhan gula yang terus 
meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan pesatnya 
pertumbuhan ekonomi. 
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Pada periode tahun 1967–2014 pemerintah telah mencoba 
kembali membangun agroindustri gula, hasilnya produksi 
gula tanah air ternyata mampu ditingkatkan hingga mendekati 
produksi gula nasional sebelum perang kemerdekaan. Namun, 
capaian tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan gula dalam 
negeri yang terus meningkat hingga mencapai 5,7 juta ton GKP 
(gula kristal putih). Karena itu, diperlukan berbagai terobosan 
untuk meningkatkan produksi dan daya saing industri gula 
nasional sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri 
serta bersaing di pasar global.

Sejak lama disadari bahwa investasi atau penanaman modal 
sangat penting dalam pembangunan nasional, termasuk dalam 
pengembangan agroindustri gula. Dalam perspektif jangka 
panjang ekonomi makro, investasi akan meningkatkan stok 
kapital, yang mana penambahan stok kapital akan meningkatkan 
kapasitas produksi masyarakat yang kemudian mempercepat 
pertumbuhan laju ekonomi nasional. Dengan demikian, sangat 
wajar apabila pemerintahan Jokowi menempatkan investasi 
menjadi salah satu strategi dalam mendorong agroindustri gula 
dan pembangunan PG baru.

Buku “Menjaring Investasi Meraih Swasembada Gula” ini  
membahas berbagai aspek terkait potensi produksi, sumber 
daya, regulasi dan kebijakan, serta prospek investasi untuk 
pengembangan industri gula dalam rangka mendukung 
pencapaian swasembada gula. Buku ini juga membahas berbagai 
learning outcomes Indonesia dalam meningkatkan produksi dan 
pengembangan industri gula serta kesejahteraan petani. Selain itu, 
bahasan buku ini juga mengenai minat investor swasta terhadap 
pembangunan PG baru dan berbagai saran regulasi dan kebijakan 
dalam mengakselerasi tercapainya swasembada gula secara 
berkelanjutan. 
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Penulis menyadari bahwa buku ini masih memerlukan 
penyempurnaan, karena itu saran dan masukan dari pembaca 
diharapkan. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat 
kepada pembaca dan para pemangku kepentingan agrobisnis gula 
dalam meningkatkan investasi meraih swasembada gula. Terima 
kasih.

Jakarta, September 2018

Penulis
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Bab 1. 
 
URGENSI MENINGKATKAN 
PRODUKSI GULA NASIONAL

Gula merupakan salah satu bahan kebutuhan pokok bagi 
masyarakat Indonesia. Hingga saat ini Indonesia masih 
belum mampu memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. 

Data menunjukkan bahwa produksi gula masih lebih rendah dari 
konsumsi gula nasional. Adalah suatu kewajiban pemerintah 
untuk memenuhi kebutuhan gula masyarakat dalam jumlah 
cukup, mudah diperoleh, dan harga terjangkau. Lebih jauh dari 
itu, salah satu mandat pemerintah adalah mewujudkan ketahanan 
dan kedaulatan pangan nasional, termasuk gula.

Program peningkatan produksi gula menjadi suatu kewajiban 
yang tak terelakkan untuk menopang pemenuhan kebutuhan yang 
terus tereskalasi sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, 
kemampuan ekonomi masyarakat, dan makin beragamnya 
makanan dan minuman masyarakat yang menggunakan gula 
sebagai unsur pemanis.

Selama satu dekade terakhir pertumbuhan konsumsi gula 
nasional meningkat sangat pesat dibanding dekade sebelumnya. 
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Bila pada tahun 2003 konsumsi gula nasional hanya tercatat 
sekitar 3,65 juta ton, maka selama lima tahun terakhir (2011–2015) 
konsumsi gula rata-rata nasional telah mencapai mencapai 5,54 
juta ton/tahun, tidak termasuk untuk keperluan monosodium 
glutamat dan pakan ternak. Sementara itu, pada periode yang 
sama, produksi gula rata-rata nasional mencapai 2,49 juta ton/
tahun atau masih defisit sekitar 3,05 juta ton/tahun.

Sejumlah permasalahan menghadang perkembangan industri 
gula nasional, baik dari sisi on farm maupun off farm. Permasalahan 
tersebut antara lain: kurang diterapkannya teknik budi daya 
yang baik dan benar, terbatasnya areal untuk pengembangan 
tebu, kondisi sebagian besar PG yang belum efisien, serta tidak 
tersedianya sarana produksi pada waktu dan jumlah yang tepat. 
Permasalahan tersebut saling berkaitan dan sangat berkontribusi 
terhadap pencapaian kinerja produksi gula yang tidak optimal.

Permasalahan lainnya adalah harga gula yang relatif rendah 
dan kurang kompetitif. Harga yang rendah menyebabkan petani 
mengalami kerugian, sehingga sebagian petani mengalihkan 
usahanya ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. 
Akibatnya, motivasi untuk merawat kebun tebu dan antusiasme 
untuk mengembangkan areal merosot drastis. Sebagai gambaran, 
pada tahun 2003 saat pendapatan petani tebu relatif berkurang 
dibanding tahun 2002, luas areal menyusut sekitar 7,2% dan 
produksi gula turun 8,2%. Sebaliknya ketika pendapatan petani 
kembali naik di tahun 2012, maka pada tahun 2015 luas areal 
bertambah 12,7% dan produksi gula meningkat 17,6%.

Faktor makro lainnya yang ikut memberikan dampak 
terhadap kinerja tersebut, kebijakan on farm dan off farm yang 
belum terintegrasi dan belum terimplementasikan dengan baik, 
seperti belum terealisasinya pembangunan kebun tebu yang 
menjadi kewajiban industri gula rafinasi dan dukungan terhadap 
kelembagaan riset penghasil teknologi yang jauh dari memadai.
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Keberadaan industri gula di Indonesia tak dapat disangkal 
telah memberikan banyak manfaat bagi perekonomian nasional. 
Terbukti tidak saja menciptakan kegiatan produksi yang secara 
langsung merupakan pemanfaatan sumber daya lokal untuk 
menghasilkan gula, tetapi juga lapangan kerja dan kesempatan 
berusaha yang lebih luas di lingkungan industri gula sebagai 
multiplier effect yang diciptakan. 

Kebutuhan gula yang terus meningkat sebetulnya sudah 
diantisipasi oleh pemerintah dengan upaya meningkatkan 
produksi melalui pelaksanaan “Program Akselerasi Peningkatan 
Produksi dan Produktivitas Gula Nasional Tahun 2003–2008”, 
kemudian pada tahun 2006 disempurnakan dengan “Road Map 
Swasembada Gula Nasional Tahun 2006-2009”. Namun, karena 
target swasembada tahun 2009 belum tercapai, maka dilanjutkan 
dengan “Road Map Produksi Gula Tahun 2010–2014” di mana 
produksi dan konsumsi ditargetkan bertemu pada keseimbangan 
3,1 juta ton. Sampai saat ini target tersebut belum dapat 
diwujudkan yang disebabkan antara lain sulitnya mendapatkan 
lahan pengembangan baru dan terkendalanya pelaksanaan 
program revitalisasi pabrik gula.

Pada Kabinet Kerja saat ini Kementerian Pertanian 
mencanangkan Program Peningkatan Produksi Komoditas 
Perkebunan Berkelanjutan. Program ini merupakan upaya 
nasional untuk menciptakan kedaulatan pangan, khususnya 
pemenuhan kebutuhan gula nasional melalui keberadaan industri 
yang mampu bersaing terhadap gula produksi negara-negara lain 
yang lebih maju. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang 
bermuara pada situasi kondusif untuk pengembangan industri 
hilir dan co-product. 

Di dalam kebijakan tentang Program Peningkatan Produksi 
Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, salah satu komponen 
penting adalah mendorong investasi dalam revitalisasi pabrik 
gula yang ada saat ini (existing) dan pendirian pabrik gula 
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baru. Perkembangan investasi 
agroindustri gula belum 
memenuhi harapan. Strategi 
menjaring investasi  sangat 
penting dan sebagai salah satu 
unsur penggerak dominan 
dalam meraih swasembada 
gula, mengingat selama ini 
peningkatan produksi tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan 
luas lahan tanaman tebu dan introduksi bibit baru berkualitas 
tinggi saja, tetapi justru banyak dipengaruhi oleh kemampuan 
mesin pabrik gula dalam mengolah tebu menjadi gula dengan 
rendemen yang tinggi. Dengan demikian, revitalisasi menjadi 
sangat penting untuk didorong dan difasilitasi secara lebih serius. 
Oleh karena itulah maka perlu disusun secara khusus buku 
yang membahas tentang bagaimana menjaring investasi untuk 
mendorong tercapainya swasembada gula.

Tujuan penulisan buku Menjaring Investasi Meraih Swasembada 
Gula adalah untuk memberikan gambaran secara lebih terstruktur 
dan komprehensif tentang peran investasi yang sangat penting 
guna mencapai swasembada gula dalam waktu sesuai dengan 
peta jalan menuju swasembada gula nasional. Penulisan ini 
juga merupakan langkah untuk mendukung terwujudnya 
peningkatan produksi gula nasional dan berkembangnya industri 
turunan berbasis tebu dalam rangka Menuju Lumbung Pangan 
Dunia 2045. Buku ini terdiri atas  7 bab, diawali dengan urgensi 
meningkatkan produksi gula nasional, perkembangan industri 
gula nasional dan dunia, kesenjangan produksi dan konsumsi 
gula nasional, implementasi program swasembada gula, kendala 
dan tantangannya, prospek pengembangan investasi agroindustri 
gula, implementasi dan strategi menjaring investasi, serta 
swasembada gula suatu keniscayaan. 

Strategi mendorong 
investasi sangat penting 
dan sebagai salah satu 
unsur penggerak dominan 
dalam meraih swasembada 
gula.
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Bab 2. 
 
PERKEMBANGAN INDUSTRI 
GULA NASIONAL DAN DUNIA

Pergulaan Indonesia 

Dinamika Agroindustri Gula Tanah Air

Perkembangan industri gula nasional dimulai pada tahun 
1830, pada saat pemerintah kolonial Belanda menerapkan 
sistem tanam paksa (cultuurstelsel), yaitu peraturan yang 

dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch 
yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 
(20%) untuk ditanami komoditas ekspor (termasuk tebu). Hasil 
tanaman ini dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang 
sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah 
kolonial. Kebijakan sistem tanam paksa kemudian dihapus dan 
digantikan dengan peraturan baru pemerintah pada tahun 1870-
an, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Gula (Suikerwet) dan 
Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet 1870). Pada saat itu mulai 
diterapkan sistem ekonomi liberal, di mana pihak swasta dapat 
mengambil bagian dalam perkembangan ekonomi kolonial. Sejak 
saat itu di Pulau Jawa mulai bermunculan pabrik pengolahan tebu 
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yang menggunakan mesin impor 
dan jumlahnya terus bertambah 
seiring berjalannya waktu. 

Gula tidak hanya diperda-
gangkan di dalam negeri, melain-
kan telah berubah menjadi 
komoditas ekspor yang berharga. 
Gula menjadi penyumbang 
penghasilan yang besar bagi pemerintah kolonial kala itu. Gula 
selalu menempati peringkat teratas dari sembilan komoditas 
ekspor lain, seperti kopi, teh, rempah-rempah, tembakau, kopra, 
timah, biji timah, minyak tanah, dan karet. Bahkan sebelum tahun 
1930, nilai ekspor komoditas gula Indonesia menyumbang 25% 
pendapatan Pemerintah Hindia Belanda. Pada kurun waktu 1930–
1940 produktivitas tebu hampir mendekati 140 ton per hektar dan 
produktivitas hablurnya mendekati 18 ton per hektar, rendemen 
gula mencapai 12% lebih. 

Integrasi antara usaha perkebunan tebu dan pabrik gula 
pengolah merupakan faktor kunci efisiensi industri gula saat 
itu. Integrasi sistem agrobisnis gula dapat dijamin melalui kuasi 
organisasi yang melibatkan kekuatan memaksa dari pemerintah 
kolonial. Petani dipaksa oleh pemerintah kolonial menanam 
tebu sesuai dengan luasan, teknologi, jadwal tanam, dan jadwal 
panen yang ditetapkan oleh pabrik. Menanam tebu merupakan 
prioritas dan wajib bagi petani. Prioritas peruntukan lahan di Jawa 
ialah untuk perkebunan tebu. Dengan begitu, pabrik gula dapat 
memperoleh pasokan bahan baku yang cukup sepanjang musim 
giling. 

Industri gula mulai mengalami penurunan pada pertengahan 
abad ke-20, ditandai dengan krisis yang melanda Indonesia pada 
tahun 1945–1950, sebagai dampak dari perang yang berlangsung 
dan perebutan kemerdekaan. Pada era proklamasi, eksistensi gula 
sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat mulai meningkat. 

Sebelum tahun 1930, nilai 
ekspor komoditas gula 
Indonesia menyumbang 
25% pendapatan 
Pemerintah Hindia   
Belanda.
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Gula juga masuk dalam sembilan bahan pokok masyarakat. 
Hal ini menunjukkan bahwa peranan gula dalam mencukupi 
kebutuhan masyarakat mempunyai peran penting. Pada saat itu 
mulai digunakan teknologi guna menunjang proses produksi. 
Peningkatan teknologi yang dilakukan juga dibarengi oleh 
dibukanya lahan tebu untuk peningkatan produksi. Upaya ini 
tentu mempunyai fungsi ganda dalam usaha pemerintah untuk 
memakmurkan rakyat. Pertama, sebagai pemenuhan kebutuhan 
pokok masyarakat, kedua sebagai peluang lapangan pekerjaan 
bagi petani tebu. 

Jumlah pabrik gula di Indo-
nesia sejak tahun 1930 terus 
mengalami perubahan yang 
dinamis. Pada tahun 1930 
tercatat ada sekitar 179 pabrik 
gula di Indonesia. Seiring 
dengan terjadinya peristiwa 
malaise, jumlah pabrik gula yang 
beroperasi pada tahun 1935 turun drastis hingga tinggal 38 buah. 
Pada tahun 1940, jumlah pabrik gula yang beroperasi meningkat 
lagi menjadi 92 unit, kemudian turun kembali pada saat perang 
kemerdekaan dan pada tahun 1950 tercatat hanya 30 unit pabrik 
gula yang beroperasi. Pada saat nasionalisasi tahun 1957, jumlah 
pabrik gula yang beroperasi tercatat 52 unit dan meningkat lagi 
pada tahun 1962 menjadi 55 unit. Pada tahun 2017, jumlah pabrik 
gula yang beroperasi sebanyak 59 unit.

Dalam perjalanannya, industri gula nasional terus mengalami 
pasang surut. Bahkan pascaprogram nasionalisasi perusahaan-
perusahaan Belanda di tahun 1950-an tidak serta merta 
menjadikan gula produksi dalam negeri menjadi tuan rumah di 
negerinya sendiri. Salah satu penyebab kemunduran industri gula 
di Indonesia adalah rusaknya relasi fungsional antarkomponen 
sistem agrobisnis gula. Pada periode 1969–1979, produktivitas 

Pada tahun 1930 tercatat 
ada sekitar 179 pabrik gula 
di Indonesia. Pada tahun 
2017, jumlah pabrik gula 
yang beroperasi sebanyak 
59 unit.
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yang dicapai menyusut menjadi 6,38 ton gula hablur per hektar 
per tahun.

Kemunduran industri gula Indonesia semakin diperparah 
dengan adanya Undang-Undang Nomor 12/1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman yang membebaskan petani dalam mengusaha-
kan lahannya, sehingga menanam tebu tidak lagi kewajiban tetapi 
merupakan pilihan bebas petani berdasarkan rasional ekonomi. 
Akibatnya, sistem agrobisnis gula mengalami fragmentasi 
struktural. Pabrik gula mengalami kesulitan dalam memperoleh 
pasokan bahan baku. Industri gula semakin tidak efisien. 
Inefisiensi menyebabkan harga tebu di tingkat petani rendah, 
profitabilitas usaha tani menurun, mendorong petani beralih 
dari usaha tani tebu ke usaha tani lainnya, khususnya padi, yang 
selanjutnya semakin memperburuk masalah kelangkaan bahan 
baku dan inefisiensi pabrik gula. Karena tebu tidak lagi mampu 
bersaing dengan tanaman alternatifnya, khususnya padi, tanaman 
tebu semakin tersingkir dari lahan sawah berpengairan teknis. 
Sebagai akibatnya, hampir seluruh pertanaman tebu di Jawa 
berada di lahan sawah tadah hujan dan lahan tegalan, sementara 
di luar Jawa seluruhnya diusahakan di lahan tegalan. 

Relasi Petani Tebu dan Pabrik Gula

Perusahaan pabrik gula berbeda dengan perusahaan industri 
nonpertanian pada umumnya karena sifat ketergantungannya 
kepada ketersediaan bahan baku tebu yang aktivitas produksinya 
bersifat spesial. Dalam keadaan ini, kegiatan produksi tebu dan 
giling dapat dilihat baik secara terpisah maupun satu kesatuan dalam 
pengambilan keputusan. Ketika perusahaan gula mengusahakan 
sendiri tebunya, keseluruhan pembuatan keputusan tersebut 
berada di satu tangan dengan pertimbangan pembuat keputusan 
yang satu. Akan tetapi, dengan adanya pemisahan antara kegiatan 
produksi tebu dan pengolahan (giling) tebu, pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan menjadi terpisah.
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Relasi antara petani dengan pabrik gula dari waktu ke waktu 
berkembang diawali oleh sistem buruh (cultuurstelsel), ikatan 
kemitraan (Pola Tebu Rakyat Intensifikasi, Pola Kemitraan Inti 
Plasma, dan KKP-TR Kemitraan), sistem bebas (beli putus), dan 
kredit usaha rakyat.

Cultuurstelsel. Pada masa Pemerintah Kolonial Belanda 
yang menerapkan sistem tanam paksa (cultuurstelsel). Integrasi 
sistem agrobisnis gula dapat dijamin melalui kuasi organisasi 
yang melibatkan kekuatan memaksa dari pemerintah kolonial. 
Petani dipaksa oleh pemerintah kolonial menanam tebu sesuai 
dengan luasan, teknologi, jadwal tanam, dan jadwal panen yang 
ditetapkan oleh pabrik. Menanam tebu merupakan prioritas dan 
wajib bagi petani. Prioritas peruntukan lahan di Jawa ialah untuk 
perkebunan tebu. Dengan begitu, pabrik gula dapat memperoleh 
pasokan bahan baku yang cukup sepanjang musim giling. 

Sebagian besar pabrik gula yang saat ini beroperasi tidak 
memiliki lahan sendiri, sehingga bahan baku tebu diperoleh 
dari lahan petani. Sesungguhnya petani tebu memegang posisi 
cukup penting dalam industri gula. Hubungan antara pabrik 
gula dengan petani mengalami berbagai perubahan dan bentuk 
sejalan dengan waktu dan kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk 
kemitraan berkembang dari hubungan sewa menyewa lahan 
antara petani dengan pabrik gula, pola tebu rakyat intensifikasi 
dan sekarang dalam bentuk kemitraan. Bentuk terakhir yang saat 
ini berjalan adalah kemitraan dengan sistem bagi hasil (SBH) gula 
yang dihasilkan dari tebu yang ditanam petani dan diolah oleh 
pabrik gula mitra. Variabel yang digunakan sebagai dasar bagi 
hasil adalah rendemen tebu petani. Bagi hasil dilakukan dengan 
proporsi 66% menjadi bagian petani dan 34% menjadi bagian 
pabrik gula. Selain itu, petani tebu masih memperoleh bagian tetes 
2,5 kg per kuintal tebu.

Kebijakan pemerintah terkait dengan pengaturan kemitraan 
sistem bagi hasil antara lain: (1) Pola Tebu Rakyat Intensifikasi 
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(TRI) dan (2) Kredit Ketahanan Pangan-Tebu Rakyat (KKP-TR 
Kemitraan). 

Pola Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Pada periode sebelum 
dilaksanakannya Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), hubungan petani 
dengan PG adalah petani sebagai pemilik lahan wajib menyewakan 
tanah kepada PG dan selanjutnya petani sebagai  pekerja/buruh 
pengolah lahan, penanaman, pemeliharaan, dan tebang angkut 
tebu pabrik. Setelah berlakunya sistem TRI yang diatur dengan 
Inpres Nomor 9/1975, maka sistem sewa lahan dihapuskan dan 
kedudukan petani bukan lagi sebagai buruh, tetapi petani menjadi 
tuan di tanahnya sendiri, yaitu sebagai mitra yang sejajar dengan 
PG di mana petani sebagai penanam dan pemilik tebu yang 
bermitra dengan pabrik gula dengan sistem bagi hasil gula.

Dengan keluarnya Undang-Undang Budidaya Tanaman 
Nomor 12 Tahun 1992, kedudukan petani lebih kuat dalam 
mengelola usaha taninya, di mana petani memiliki hak untuk 
menetapkan tanaman yang akan ditanamnya. Bila di lahan petani 
akan ditanami dengan tanaman yang menjadi program pemerintah 
maka petani akan menerima jaminan pendapatan minimal. 
Dengan keluarnya undang-undang budi daya tersebut maka 
pelaksanaan program TRI diakhiri tahun 1998, namun demikian 
sistem kemitraan antara petani dengan PG terus berlangsung 
tetapi secara operasional mengalami perubahan dan penyesuaian, 
terutama di dalam pembagian hak dan kewajibannya, termasuk 
fasilitas pendukungnya seperti pola kredit yang beberapa kali 
mengalami perubahan (KKPA, KKPE, dan terakhir sistem KUR). 

Mulai saat itu, kemitraan PG dengan petani dapat dilakukan 
dengan 4 pola, yaitu: sistem bagi hasil, kerja sama operasional/KSO, 
sewa lahan, dan beli putus tebu. Demikian juga dalam pemasaran 
gula yang semasa dilaksanakannya program TRI dilakukan 
oleh Bulog, setelah dihentikannya TRI, sistem pemasaran gula 
petani awalnya bebas (1998–2002), kemudian mengadopsi 
sistem mekanisme pasar (penjualan secara bebas/lelang), tetapi 
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pemerintah memberikan referensi yang menjamin harga minimal, 
sehingga petani tidak dirugikan.

Berbeda dengan sistem jaminan minimal di banyak negara 
yang ditanggung oleh pemerintah, di Indonesia pelaksana 
penjamin harga minimal diserahkan kepada pihak swasta. Dengan 
sistem tersebut pendapatan petani yang semasa pemasarannya 
dipegang Bulog rata-rata mencapai 63% dari harga retail, dan 
setelah mengadopsi sistem penyangga harga, pendapatan petani 
meningkat menjadi rata-rata 83% dari harga retail.

Selanjutnya, bila semula berdasarkan pola kredit KKPA 
yang dilanjutkan dengan KKPE, PG sebagai avalis kredit dapat 
mengikat kemitraan dengan petani secara lebih kuat, maka mulai 
tahun 2017 adanya perubahan pola kredit menjadi sistem KUR, di 
mana petani langsung berhubungan dengan bank dan PG bukan 
sebagai avalis, maka hubungan PG dengan petani tebu menjadi 
longgar, sehingga ke depan bahan baku tebu untuk masing-masing 
PG dikhawatirkan tidak terjamin lagi. Hal tersebut mendorong 
berkembangnya jual beli putus tebu yang diikuti kompetisi antar-
PG yang semakin ketat. 

KKP-TR Kemitraan. KKP-TR Kemitraan adalah kredit 
ketahanan pangan dalam rangka pengembangan budi daya 
tanaman tebu rakyat yang diberikan oleh bank kepada kelompok 
tani yang disepakati sebagai mitra oleh pabrik gula tertentu, 
atau kepada Kepala Koperasi Primer yang disepakati sebagai 
mitra pabrik gula tertentu, untuk diteruskan kepada kelompok 
tani anggotanya guna membiayai budi daya tebu rakyat yang 
dilaksanakan dengan pola kerja sama usaha budi daya tebu. 
Bank sebagai pemberi KKP-TR Kemitraan adalah bank yang 
melaksanakan pemberian KKP-TR Kemitraan kepada koperasi 
dan kelompok tani.

Pola Kemitraan Inti Plasma. Di samping kedua pola 
kemitraan tersebut, masing-masing perusahaan pabrik gula juga 
mengimplementasikan bentuk kemitraan untuk menarik minat 
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dan mengikat petani tebu agar memperoleh pasokan bahan 
baku untuk digiling. Bentuk kemitraan yang diterapkan Pabrik 
Gula Krebet dengan petani tebu rakyat yaitu pola Kemitraan Inti 
Plasma, di mana pabrik gula bertindak sebagai inti dan petani tebu 
rakyat sebagai plasma. Pabrik gula sebagai pihak inti berperan 
dalam memberikan bantuan kepada pihak plasma. Bantuan yang 
diberikan berupa peminjaman traktor, pengadaan bibit, bantuan 
biaya garap, bantuan biaya tebang angkut, serta pengadaan 
pupuk. Petani berkewajiban untuk menggilingkan hasil panennya 
kepada pabrik gula.

Pabrik gula semakin intensif menjalankan kemitraan dengan 
petani tebu rakyat sejak pemerintah mengeluarkan Instruksi 
Presiden Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu kebijaksanaan 
baru dalam bidang industri gula. Inpres tersebut bertujuan untuk 
mengoptimalkan sinergi dan peran tebu rakyat, perusahaan 
perkebunan, dan koperasi dalam pengembangan industri gula. 
Kemitraan tersebut terus berlanjut meskipun Inpres tersebut telah 
dicabut dan digantikan Inpres Nomor 5 Tahun 1997 dan Inpres 
Nomor 5 Tahun 1998  yang dilandasi Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1992 di mana petani diberi kebebasan memilih komoditas 
yang akan diusahakannya. 

Pabrik gula memberikan segala kemudahan kepada petani 
agar mudah mendapatkan fasilitas seperti bibit, pupuk, dan 
sistem pengangkutan ke pabrik gula. Hal ini dilakukan untuk 
menjamin seluruh kegiatan penanaman tebu berjalan lancar. Sejak 
tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
345/KMK.017/2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/
KMK.017/2000, dan Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
110/KMK.06/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Pendanaan Kredit 
Ketahanan Pangan, petani lebih mudah mendapatkan pinjaman 
kredit untuk tanaman tebu. Dengan adanya Kepmen ini petani 
jauh lebih mudah mendapatkan kredit melalui KUD. 
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Sistem Beli Putus Tebu. Pola bagi hasil yang diterapkan selama 
ini sering menimbulkan konflik. Penentuan rendemen yang 
dianggap oleh petani kurang transparan menjadi sumber konflik. 
Selain dianggap kurang transparan, penentuan rendemen masih 
dilakukan secara kolektif berdasarkan hamparan.

Akhir-akhir ini banyak didiskusikan alternatif pola kemitraan 
antara petani dengan PG yang diperkenalkan sebagai sistem beli 
putus (SBP) tebu. Dalam sistem tersebut petani menjual dalam 
wujud tebu sehingga petani tidak menanggung risiko tingkat 
efisiensi pabrik dan ketidaklancaran proses pengolahan. Untuk 
itu, diperlukan suatu rumus penetapan rendemen dan harga beli 
tebu yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam pengukuran rendemen, teknik pengambilan sampel 
yang sudah mulai dicoba adalah dengan Core Sampler yang 
memiliki tingkat ketelitian sampling yang lebih baik dibanding 
cara lain (sistem cabut atau sistem pengambilan acak di meja 
tebu). Rendemen sementara (Rs) dihitung dari NNPP dan FR; 
nilai NNPP  diperoleh langsung dari tebu petani yang akan diukur 
rendemennya, sedangkan FR adalah konstanta yang ditetapkan 
oleh pemerintah dalam bentuk surat keputusan yang menjadi 
payung hukum bagi semua stakeholder.

Penetapan harga tebu petani menggunakan formula (1); 
proporsi bagi hasil gula dan tetes untuk petani diusulkan seperti 
pada Tabel 1. Untuk harga tetes ditetapkan berdasarkan rata-rata 
penjualan dua minggu sebelumnya, sedangkan untuk awal giling 
ditetapkan berdasarkan harga rata-rata tahun sebelumnya.

HPP tebu/ton = 1.000 {(bagian gula × R% × HPP gula) + (bagian 
tetes × harga tetes)}  	 				        ...(1)
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Tabel 1.	Proporsi bagi hasil gula dan tetes untuk petani

Rendemen (%) Bagian Gula PTR Bagian Tetes PTR
s.d. 7 66,0% 3,00%
> 7–8 70,0% 2,75%
> 8–9 72.5% 2,50%
> 9 75.0% 2,50%

Pergulaan Dunia

Gula merupakan salah satu bahan makanan pokok dan komoditas 
yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Gula itu sendiri 
adalah output utama dari industri pengolahan tebu dan telah 
diproduksi di lebih dari 120 negara di seluruh dunia. Data ISO 
tahun 2018 menunjukkan produksi gula dunia tahun 2017 
mencapai 168 juta ton GKP atau setara dengan US$58,8 miliar. 

Pasar gula dunia didominasi oleh Brasil. Mereka dapat 
memproduksi gula dengan biaya terendah dibandingkan dengan 
negara lain. Brasil juga dikenal sebagai produsen terbesar di 
dunia, eksportir, dan sebagai negara konsumen gula. Jenis gula 
yang diekspor termasuk gula mentah, gula rafinasi, dan etanol 
yang dihasilkan selama proses pengolahan tebu. Pada tahun 2011, 
Brasil adalah negara pengekspor utama untuk gula, memberikan 
kontribusi sebanyak 31,9% dengan nilai lebih dari US$15 miliar. 
Pertumbuhan rata-rata ekspor gula oleh Brasil yang selama kurun 
waktu 2007-2011 adalah sebesar 30,6%. 

Brasil telah memperoleh keuntungan dari mengadopsi 
kebijakan pengembangan etanol selama 40 tahun terakhir yang 
mengakibatkan industri tebu booming dengan beberapa manfaat 
ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat.  Pada tahun 
2010, industri gula Brasil mampu memenuhi 100% pasar gula 
domestik dan mengekspor 53% dari produksinya ke pasar 
gula internasional. Selain itu, industri tebu negara tersebut 
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menghasilkan etanol untuk memasok 52% penggunaan pasar 
domestik bahan bakar kendaraan (dibandingkan dengan 48% 
untuk bensin). Hal ini dilakukan dengan menggunakan 9 juta 
hektar tebu dari perkiraan 350 juta hektar lahan pertanian yang 
tersedia di negara tersebut.

Negara-negara ASEAN juga 
memainkan peran penting dalam 
pasar gula dunia. Pada tahun 
2011, Thailand menghasilkan 
10,94 juta ton gula dan merupa-
kan produsen terbesar ketiga 
dan juga eksportir terbesar 
kedua di dunia. Di tahun yang 
sama, Filipina memproduksi 2,71 juta dan merupakan produsen 
terbesar kesembilan dan eksportir terbesar kedelapan. Sedangkan 
Indonesia, walaupun merupakan produsen terbesar keduabelas, 
tetapi di sisi lain, Indonesia juga merupakan importir kedelapan 
gula, karena mengimpor sekitar 2,69 juta ton gula pada tahun 
tersebut. Tetapi pada tahun 2016/2017, Indonesia telah menjadi 
importir terbesar di dunia dengan impor GKP 4,9 juta ton. 

Pertumbuhan ekspor gula masing-masing negara menunjukkan 
tren seperti Gambar 1. Secara umum, nilai ekspor semua negara 
cenderung meningkat setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan 
volume ekspor tertinggi diduduki Brasil, yaitu 22,57 juta ton 
selama 2005-2007. Tempat kedua adalah Thailand dengan volume 
ekspor rata-rata 4,65 juta ton. Dengan demikian, volume ekspor 
negara- negara ASEAN lainnya rendah, yaitu hanya 0,73 juta ton. 

Peta pergulaan dunia hingga saat ini relatif tidak berubah, 
masih didominasi oleh Brasil, sedangkan untuk kawasan ASEAN 
masih didominasi oleh Thailand. Pada tahun 2017 produksi gula 
Brasil mencapai 39,95 juta ton dengan volume ekspor 29 juta ton. 

Pada tahun 2010, industri 
gula Brasil mampu 
memenuhi 100% pasar gula 
domestik dan mengekspor 
53% dari produksinya ke 
pasar gula internasional.
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Sumber: ISO. 2017

Gambar 1. Perkembangan ekspor negara produsen gula dunia, 2007-2016

Perkembangan Harga Gula di Pasar Domestik dan 
Internasional 

Harga Domestik

Jenis gula di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 
gula kristal putih (GKP) dan gula kristal rafinasi (GKR). GKP 
adalah jenis gula yang hanya boleh digunakan untuk konsumsi 
langsung oleh rumah tangga, restoran, dan hotel, serta sebagai 
bahan penolong oleh perajin makanan dan minuman skala rumah 
tangga (home industry). Sementara GKR adalah jenis gula yang 
hanya digunakan oleh industri makanan, minuman, dan farmasi 
(skala besar, sedang, dan kecil) dan dilarang masuk ke pasar gula 
GKP. Ulasan harga gula pada buku ini dibatasi untuk jenis gula 
GKP.
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Harga domestik gula GKP direpresentasikan oleh harga 
gula GKP di tingkat konsumen di pasar tradisional di beberapa 
ibukota provinsi. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, harga 
GKP di pasar domestik meningkat cepat, yaitu dari Rp5.980/kg 
pada tahun 2006 menjadi Rp13.468/kg pada tahun 2016. Ini berarti 
harga domestik naik rata-rata 12,52%/tahun, suatu kenaikan harga 
yang sangat cepat. Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk 
mengendalikan harga maka pada tahun 2017 turun menjadi 
Rp12.932/kg.

HPP gula. Terbentuknya harga domestik yang direpresentasi-
kan oleh harga eceran di tingkat konsumen di pasar tradisional di 
kota provinsi, tidak terlepas dari HPP (harga patokan petani) dan 
harga lelang gula GKP. HPP adalah harga ketentuan pemerintah 
yang merupakan harga penyangga untuk gula petani yang akan 
dilelang dengan tujuan agar petani tebu menerima harga yang 
layak, sehingga akan tetap tertarik untuk menanam tebu dengan 
produktivitas tinggi. Sementara harga lelang adalah harga 
yang terbentuk pada saat lelang gula, yang dilaksanakan oleh 
pabrik gula BUMN sekali per satu minggu atau per dua minggu 
tergantung pada jumlah produksi gula, dengan peserta lelang 
adalah pedagang besar. 

HPP gula GKP selama 2006–2016 terus meningkat, yaitu dari 
Rp4.800/kg pada tahun 2006 menjadi Rp9.100/kg pada 2016, yang 
berarti meningkat 8,95%/tahun. Besaran HPP tersebut sangat 
ditentukan oleh BPP (biaya pokok produksi) per kg gula petani, di 
samping ada tuntutan petani melalui APTRI (Andalan Petani Tebu 
Rakyat Indonesia) agar HPP gula petani dinaikkan secara berkala. 
Sejak terbentuknya Dewan Gula Indonesia (DGI), setiap tahun BPP 
ditetapkan oleh sebuah tim survei independen multi-institusi dan 
multi-disiplin (dikoordinasikan oleh DGI) dengan metode FGD 
kelompok tani tebu di berbagai lokasi dengan stratifikasi lahan 
(sawah, tegalan), pertanaman tebu (ratoon, tanaman baru), dan 
rendemen gula (tinggi, sedang, rendah). Dalam penghitungan BPP, 
nilai tetes tebu milik petani menjadi faktor koreksi terhadap BPP. 
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Harga lelang. Harga lelang cenderung meningkat, yaitu dari 
Rp5.255/kg pada tahun 2008 menjadi Rp10.982/kg pada tahun 2012, 
dan menjadi Rp12.253/kg pada tahun 2016 yang berarti naik 109% 
atau rata-rata 21,0%/tahun. Harga lelang ini merupakan 5,1–35,6% 
atau rata-rata 21,4% di atas HPP. Perbedaan yang jauh antara HPP 
dan harga lelang tersebut disebabkan oleh keinginan pedagang 
besar peserta lelang untuk memperoleh jumlah lelang yang besar 
agar stok gula di gudangnya cukup dalam kondisi produksi gula 
yang selalu terbatas setiap tahunnya. Dengan harga lelang yang 
tinggi tersebut petani tebu mendapat keuntungan usaha tani lebih 
besar. 

Harga retail/eceran. Harga retail mencerminkan harga gula 
yang harus dibayar oleh masyarakat untuk konsumsi langsung 
maupun industri rumah tangga. Selama sepuluh tahun terakhir 
harga retail gula menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 
2013 dan 2014 terjadi penurunan harga dan pada tahun 2015 
kembali terjadi kenaikan. Harga eceran berada 9,3–30,5% atau 
rata-rata 21,4% di atas harga lelang, menggambarkan besarnya 
keuntungan pedagang gula.

Sumber: NSC. 2018

Gambar 2. Perkembangan harga eceran GKP 2007–2017 (Rp/kg)



19Perkembangan Industri Gula Nasional dan Dunia  |

Harga Internasional

Agar dapat dilakukan komparasi harga secara valid antara harga 
domestik dan harga internasional, maka harga internasional gula 
GKP direpresentasikan oleh harga paritas impornya pada titik 
jual yang sama dengan harga GKP tingkat konsumen di pasar 
domestik, yaitu pasar tradisional di beberapa ibukota provinsi. 

Sumber: ISO; Sugar Year Book, 2017

Gambar 3. Perkembangan harga london white sugar 2007–2017 (US$/ton)

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, harga paritas impor 
gula GKP berfluktuasi, yaitu dari Rp6.190/kg hingga Rp13.514/kg 
dan pada tahun 2017 Rp12.932/kg. 

Senjang Harga Domestik dan Harga Internasional 

Senjang antara harga domestik dan harga internasional selama 
kurun waktu 2006-2012 berfluktuasi, yaitu sekitar Rp1.216/kg 
sampai dengan Rp3.066/kg atau rata-rata Rp2.459/kg. Perbedaan 
harga tersebut 16,8% sampai dengan 43,3% atau rata-rata 
31,7% terlalu tinggi dan dapat dikatakan tidak wajar. Gambar 
4 menunjukkan bahwa perkembangan harga gula domestik 
mengikuti pola perkembangan harga dunia (dalam nilai US$).
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Sumber: ISO. 2017 dan NSC. 2018

Gambar 4. Perbandingan harga gula dunia dengan harga domestik, 2008-2017

Pada tahun 2017 senjang harga domestik terhadap harga 
internasional lebih besar lagi dengan perbedaan harga Rp5.694/
kg (80,42%). Harga eceran rata-rata di ibukota provinsi mencapai 
Rp12.774/kg, sedangkan harga gula putih impor Rp7.080/kg. 
Kondisi tersebut menjadi daya tarik untuk melakukan impor di 
tengah capaian produksi gula dalam negeri yang belum mampu 
memenuhi kebutuhan konsumsi.

Tabel 2.	Perhitungan selisih harga domestik terhadap harga gula 
putih impor dari negara ASEAN dengan bea masuk 10%

No. Uraian Harga Satuan 
(USD/Ton)

Kurs Rp 
terhadap USD

Harga dlm 
Rp/Ton

Harga domestik (Rp/kg) 12.774,00

1. Harga FOB 372,82 13.561,00 5.055.812,02 

2. Freight 42,00 13.561,00 569.562,00 

3. Harga C & F (1 + 2) 414,82   5.625.374,02 

4. Bea Masuk (10% × baris 3) 41,48 13.516,00 560.670,71 

5. Jumlah (3 + 4) 456,30   6.186.044,73 
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No. Uraian Harga Satuan 
(USD/Ton)

Kurs Rp 
terhadap USD

Harga dlm 
Rp/Ton

6. Asuransi  (0,37% × 5) 1,69 13.561,00 22.895,27 

7. PPN  (10% × 5) 45,63 13.516,00 616.737,78 

8. PPH  (2,5% × 5) 11,41 13.516,00 154.184,45 

9. EMKL, dll 7,37 13.561,00 100.000,00

10. Harga di gd. pembeli (5 + 6 
+ 7 + 8 + 9) per ton

522,40   7.079.862,23 

11. Hrg sampai di gd. importir 
Rp/kg (dibulatkan)      

7.080,00 

12. Selisih harga domestik 
terhadap harga impor
-  Rp/kg
-  %

5.694,00
80,42

Sumber: ISO. 2017 dan NSC. 2018

Keterangan:
1.	 Harga White Sugar USD FOB London Daily Price rata-rata bulan November 2017 

USD 372,82/ton (Reuter/KPB Nusantara).
2.	 Harga White Sugar bila diimpor dari Caribia/UK ke Indonesia.      
3.	 Tarif Bea Masuk Rp790/kg (Permenkeu No: 150/PMK.011/209 tanggal 24 September 

2009), bila berdasar kesepakatan MEA 10% dari harga C & F (berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan No: 129/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk dalam Rangka ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area).

4.	 Kurs Bea Masuk dan Pajak Rp13.516,00-/USD (SK Menkeu: KMK Nomor: 47/
KM.10/2017 tanggal 22 Desember 2017 berlaku dari tanggal 27 Desember 2017–02 
Januari 2018 dan Kurs Transaksi Rp13.561/USD pada 29 Desember 2017, Kompas 
29 Desember 2017.

5.	 Biaya EMKL tergantung hasil negosiasi.        
6.	 Harga Eceran di 34 kota besar bulan November 2017 rata-rata Rp12.717/kg, 

terendah Rp11.221/kg di Surabaya, dan tertinggi Rp15.000/kg di Kupang.         
7.	 Rata-rata harga eceran bulan Desember 2017 untuk 4 kota (Medan, Jakarta, 

Semarang, dan Surabaya) Rp12.174/kg, terendah di Surabaya  Rp 11.221/kg, dan 
tertinggi DKI Jakarta Rp13.697/kg.  

Kebijakan Perdagangan Gula

Secara garis besar, dinamika kebijakan distribusi dan perdagangan 
dapat dibagi menjadi empat tahapan utama, yaitu kebijakan 
Era Isolasi (1980–1997), Era Perdagangan Bebas (1997–1999), 
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Era Transisi (1999–2002), dan Era Proteksi dan Promosi (2003–
Sekarang). 

Pada Era Isolasi, Keppres Nomor 43/1971 merupakan salah 
satu contoh intervensi pemerintah dalam pemasaran gula. Keppres 
tersebut pada dasarnya memberi wewenang kepada Bulog untuk 
menjaga stabilitas harga dan pasokan gula pasir. Agar lebih efektif, 
Keppres tersebut didukung oleh Surat Mensekneg Nomor B.136/
APBN Sekneg/3/74 yang menjelaskan mengenai keppres tersebut. 
Pada periode 1970–1980, jumlah stok gula yang dikuasai Bulog 
berkisar 50–80% stok total. Ketika program TRI mulai dijalankan 
dan bagian gula petani menjadi semakin besar, maka stok dan 
penawaran gula di luar Bulog meningkat. Oleh karena itu, sejak 
tahun 1980 Bulog membeli semua produksi gula dalam negeri dan 
menyalurkannya ke pasar.

Kebijakan selanjutnya pada era ini adalah Kepmenkeu Nomor 
342/KMK.011/1987 mengenai harga gula. Instrumen utama 
kebijakan tersebut adalah harga provenue dan harga jual gula yang 
dikelola oleh Bulog. Tujuannya adalah untuk stabilisasi harga gula 
di pasar domestik, peningkatan penerimaan pemerintah, harga 
gula yang terjangkau masyarakat, serta menjamin pendapatan 
petani tebu dan pabrik gula. Kebijakan ini bertujuan ganda, 
namun antartujuan ada yang bertentangan, seperti peningkatan 
pendapatan petani versus harga yang terjangkau dan peningkatan 
penerimaan pemerintah.

Era perdagangan bebas terjadi ketika krisis ekonomi mulai 
melanda Indonesia yang ditandai dengan dihapuskannya sekat 
isolasi pasar domestik. Dalam upaya peningkatan efisiensi ekonomi, 
pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Nomor 25/MPP/Kep/1/1998 yang tidak lagi memberi 
monopoli kepada Bulog untuk mengimpor komoditas strategis, 
termasuk gula. Implikasi terbesar dari kebijakan ini adalah impor 
gula terbuka lebar karena pada saat itu tarif impor gula adalah 
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nol persen. Saat itu adalah era membanjirnya gula impor ke pasar 
Indonesia. 

Ketika krisis ekonomi mulai berkurang pada tahun 1999, harga 
gula di dalam negeri justru menurun secara signifikan. Penurunan 
tersebut disebabkan oleh terus menurunnya harga gula dunia, 
menguatnya nilai tukar rupiah, dan tidak adanya tarif impor. 
Pada tahun 1999, rata-rata harga dunia di pasar internasional 
adalah US$137,3/ton, sedangkan nilai tukar rupiah pada saat 
tersebut rata-rata mencapai Rp7.100/USD. Sebagai akibatnya, 
harga paritas impor gula pada saat itu mencapai titik terendah 
yaitu Rp1.800–Rp1.900 per kg. Hal ini membuat harga gula dalam 
negeri mengalami tekanan. 

Situasi tersebut merupakan awal dimulainya kebijakan yang 
bersifat transisi. Untuk melindungi produsen, pada Era Transisi 
ini pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan 
Perkebunan Nomor 282/KPTS-IV/1999 yang kembali menetapkan 
harga provenue gula sebesar Rp2.500 per kg. Kebijakan ini ternyata 
tidak efektif karena tidak didukung oleh rencana tindak lanjut 
yang memadai, misalnya pemerintah tidak mempunyai dana 
dalam jumlah yang memadai. Di sisi lain, BUMN perkebunan 
yang mengelola gula juga tidak mempunyai dana yang memadai 
untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sebagai akibatnya, harga 
gula petani tetap mengalami ketidakpastian.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan 
Keputusan Menteri Nomor 364/MPP/Kep/8/1999. Instrumen utama 
kebijakan tersebut adalah pembatasan jumlah importir dengan 
hanya mengizinkan importir produsen (IP). Dengan kebijakan ini, 
pemerintah dapat membatasi dan mengendalikan volume impor 
di samping memiliki data yang lebih valid mengenai volume 
impor dan stok. Dengan demikian, harga gula dalam negeri dan 
harga gula di tingkat petani dapat ditingkatkan. 
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Kebijakan importir-produsen tersebut ternyata masih kurang 
efektif, baik untuk mengangkat harga gula di pasar domestik 
maupun mengontrol volume impor. Walaupun tidak ada 
data pendukung yang memadai, kegagalan tersebut terutama 
disebabkan oleh stok gula dalam negeri yang sudah terlalu banyak 
dan adanya gula impor ilegal. Situasi ini membuat harga gula di 
pasar domestik tetap rendah. Oleh karena itu, desakan petani dan 
pabrik gula terhadap pemerintah untuk melindungi industri gula 
dalam negeri semakin kuat. Menanggapi tekanan ini, pemerintah 
mengeluarkan kebijakan tarif impor melalui Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/6/1999 yang 
memberlakukan tarif impor gula sebesar 20% untuk raw sugar dan 
25% untuk white sugar. Walaupun masih menimbulkan kontroversi, 
kebijakan tarif impor ini secara bertahap dapat mengangkat harga 
gula di pasar domestik.

Tekanan terus-menerus yang dihadapi industri gula domestik 
serta meningkatnya kesadaran bahwa negara lain melakukan 
proteksi yang cukup intensif, pemerintah mengembangkan 
kebijakan yang dikenal sebagai Era Kebijakan Proteksi dan 
Promosi. Kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk 
menciptakan medan persaingan yang lebih adil bagi industri gula 
dalam negeri. Untuk itu, pada pertengahan tahun 2002 pemerintah 
mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan 
impor dengan membatasi importir hanya menjadi importir 
produsen (IP) dan importir terdaftar (IT) dan membatasi volume 
gula impor. Gula yang diimpor oleh importir-produsen hanya 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri dari IP tersebut, 
bukan untuk diperdagangkan. 

Di sisi lain untuk menjadi IT, bahan baku dari PG milik IT 
minimal 75% berasal dari petani. Kebijakan ini dituangkan dalam 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 643/
MPP/Kep/9/2002 tanggal 23 September 2002. Esensi lainnya yang 
penting dari kebijakan tersebut adalah bahwa impor gula akan 
diizinkan bila harga gula di tingkat petani mencapai minimal 
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Rp3.100/kg. Pemerintah juga menetapkan tarif spesifik untuk 
impor gula mentah sebesar Rp550/kg (setara 20%) dan gula putih 
Rp700/kg (setara 25%) yang berlaku hingga sekarang. Kebijakan 
ini diharapkan mampu meningkatkan harga di dalam negeri 
sehingga produksi gula nasional menjadi lebih kompetitif untuk 
merangsang petani menanam tebu. 

Pada tanggal 17 September 2004, kebijakan tata niaga impor 
direvisi untuk mempertegas atau memperkuat dari esensi 
kebijakan menjadi Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan 522/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula. 
Importir terdaftar (IT) gula yang mendapatkan izin impor tidak 
boleh mengalihkan impor gulanya ke perusahaan lain, tetapi boleh 
bekerja sama. Pemerintah menetapkan kualitas gula (gula rafinasi, 
gula putih, dan gula mentah) yang boleh diimpor oleh importir 
produsen. IT yang mengimpor gula harus menyangga gula di 
tingkat petani sebesar Rp3.400/kg. Secara implisit, IT mempunyai 
kewajiban yang lebih jelas untuk menjamin bahwa harga gula di 
tingkat petani adalah minimal Rp3.400/kg.

Rangkaian kebijakan pergulaan nasional selama 2000–2004 
mendorong peningkatan harga gula di pasar domestik yang secara 
signifikan berada di atas harga gula di pasar dunia. Pengaturan 
harga gula domestik berbasis biaya pokok produksi (BPP) 
diberlakukan sampai dengan tahun 2016 yang ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan setiap tahun dan pada tahun 
2017 diganti dengan harga acuan yang juga ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan. Pada tahun 2017 diterbitkan 
Peraturan Menteri Keuangan No: 129/PMK.010/2017 tentang 
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN Australia-New 
Zealand Free Trade Area yang mengatur bahwa gula yang diimpor 
dari wilayah ASEAN dan Australia dikenakan bea masuk 5% 
untuk raw sugar dan 10% untuk white sugar, sementara dari luar 
wilayah ASEAN dan Australia dikenakan Rp550.000/ton untuk 
raw sugar dan Rp790.000/ton untuk white sugar.
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Pengolahan Gula Tebu dan Diversifikasinya

Pengolahan Gula Tebu

 Gula pasir merupakan sumber bahan pemanis paling dominan, 
baik untuk keperluan konsumsi rumah tangga maupun bahan 
baku industri makanan dan minuman. Tingkat konsumsi gula 
pasir di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan 
negara-negara lain, sehingga diperkirakan konsumsi gula pasir 
akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah 
penduduk dan pendapatan masyarakat. Berdasarkan penelitian, 
permintaan terhadap gula pasir relatif inelastis sehingga adanya 
fluktuasi terhadap penawaran akan menimbulkan fluktuasi harga 
gula pasir yang cukup besar di pasar. Oleh karena itu, ketersediaan 
gula pasir di pasar dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi 
permintaan harus senantiasa dijaga.  

Tebu (Saccharum officinarum L.) merupakan bahan baku utama 
untuk pembuatan gula pasir. Tebu yang telah siap dipanen 
mempunyai kandungan air sekitar 69–79%, sukrosa 8–16%, gula 
reduksi 0,5–2%, bahan organik 0,5–1%, senyawa anorganik 0,2–
0,6%, abu 0,3–0,8%, dan serat 10,16%. Tebu rakyat di Indonesia 
mempunyai kandungan gula (brix) yang cukup rendah, sekitar 
16% (maksimal sebesar 20%) dan rendemen tebu hanya sekitar 6%. 

Bahan utama pengolahan gula yang berasal dari tebu disebut 
nira. Nira tebu adalah suatu cairan hasil perasan dari batang tebu 
melalui proses penggilingan, biasanya mengandung kadar gula 
relatif tinggi yang dijadikan bahan baku pembuatan gula pasir. 
Selain mengandung sukrosa, di dalam nira terdapat komponen 
lainnya, seperti gula pereduksi (glukosa dan fruktosa), serat, zat 
bukan gula, dan air. Komposisi nira tebu tidak akan selalu sama, 
tergantung pada varietas, kondisi geografis, tingkat kematangan, 
serta cara penanganan selama dalam proses penebangan dan 
pengangkutan (Reece, 2003). Secara umum, komposisi nira terdiri 
atas air (73–76%), serat (11–16%), serta padatan terlarut dan 
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tersuspensi (11–16%). Selain itu, di dalam nira terkandung juga 
sejumlah zat warna alami dan senyawa-senyawa lainnya seperti 
polifenol, khlorofil, antosianin, dan asam amino. Semua senyawa 
ini sukar dihilangkan selama proses klarifikasi/penjernihan dan 
menimbulkan warna setelah menjadi bahan baku gula.

Produksi tebu di Indonesia terus dipacu untuk kepentingan 
pencapaian swasembada gula. Persoalan penting yang dihadapi 
oleh program ini adalah produktivitas tebu yang masih rendah dan 
rendahnya tingkat rendemen yang dihasilkan dalam pengolahan 
tebu menjadi gula. Upaya peningkatan produktivitas sejauh ini 
nampak dilakukan melalui kegiatan bongkar ratoon, pengenalan 
klon unggul baru, dan penataan sistem budi daya berbasis dobel 
kinerja. Sementara itu, upaya peningkatan rendemen belum 
banyak dilakukan. 

Rendemen sangat dipengaruhi oleh varietas tebu dan proses 
pengolahannya. Rendemen gula yang sekarang ada di pabrik-
pabrik gula baru mencapai 6–9% tergantung varietasnya. 
Revitalisasi pabrik gula telah dilakukan, namun langkah ini 
belum merata dan belum membawa hasil yang nyata. Tidak 
adanya inovasi teknologi dalam pengolahan gula juga menjadi 
salah satu penyebab rendahnya rendemen gula. Peningkatan 
rendemen 1% sudah berpengaruh terhadap produksi gula pasir 
yaitu diperkirakan penambahan sebanyak 35.000 ton/tahun.

Proses pengolahan nira tebu menjadi gula terbagi dalam 
dua tahap. Pertama, proses ekstraksi batang tebu untuk diambil 
niranya, kemudian dilakukan rafinasi sebagian dan kristalisasi, 
menghasilkan gula mentah (raw sugar). Bahan selain sukrosa 
dipisahkan semaksimal mungkin dengan proses-proses defekasi, 
sulfitasi, karbonatasi, defekasi-sulfitasi, serta kombinasi keempat 
proses tersebut. Kedua, proses purifikasi gula mentah dan 
kristalisasi lebih lanjut menghasilkan gula (refine sugar). 
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Proses kerusakan banyak terjadi pada tahap pertama 
pembuatan gula di mana nira tebu masih memiliki aktivitas 
enzimatis dan mikrobiologis. Dalam proses pembuatan gula 
kristal, degradasi sukrosa (inversi atau hidrolisis) harus dicegah. 
Faktor-faktor yang dapat meningkatkan degradasi sukrosa di 
antaranya adalah peningkatan keasaman, suhu, dan lama inkubasi 
nira tebu pada suhu yang terus meningkat. Setelah ditebang tebu 
akan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh enzim, bahan 
kimia, dan mikroba. Enzim invertase yang terdapat pada tebu akan 
mendegradasi sukrosa menjadi molekul glukosa dan fruktosa yang 
dikenal sebagai gula invert. Glukosa dan fruktosa bersifat tidak 
dapat dikristalkan dan menghambat proses kristalisasi sukrosa 
dalam pengolahan gula. Hal tersebut menyebabkan rendemen 
gula menjadi rendah. Kerusakan oleh mikroba disebabkan oleh 
bakteri Leuconostoc, di mana bakteri ini dapat menyebabkan 
terbentuknya dekstran. Pembentukan dekstran yang berlebihan 
akan menimbulkan kesulitan dalam proses pengolahan.

Dalam proses pembuatan gula kristal, degradasi sukrosa akan 
menghasilkan molekul glukosa dan fruktosa yang dikenal sebagai 
gula invert. Glukosa dan fruktosa bersifat tidak dapat dikristalkan 
dan akan menghambat proses kristalisasi sukrosa. Faktor-faktor 
yang dapat meningkatkan degradasi sukrosa di antaranya 
peningkatan keasaman, nilai pH, suhu, dan lama inkubasi nira 
tebu pada suhu yang terus meningkat. Warna cokelat akan 
terbentuk selama proses pengolahan gula dimulai sejak ekstraksi 
sampai proses kristalisasi bahan dasar gula. Adanya kotoran warna 
dalam pengolahan dapat menghambat proses kristalisasi dan 
rendahnya kadar gula, menghasilkan gula dengan kualitas rendah 
dan meningkatkan biaya karena harus dilakukan pemurnian. 
Mekanisme pembentukan warna dalam proses pengolahan, antara 
lain terbentuknya melanoidin dari reaksi gula dengan asam amino 
melalui reaksi Malliard; degradasi termal dan reaksi kondensasi 
gula (karamelisasi); serta degradasi alkalin dan reaksi kondensasi 
gula reduksi dan reaksi oksidasi dari senyawa fenol. 
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Dari ketiga tahap di atas merupakan reaksi non-enzimatik, 
sedangkan reaksi oksidasi dari senyawa fenol secara kimia lebih 
reaktif. Hal ini sudah terjadi sejak pertama kali tebu dihancurkan 
untuk diambil niranya. Untuk mengurangi terbentuknya warna, 
bisa dilakukan pemanasan pada batang tebu menggunakan suhu 
80–90°C sebelum dipres, akan mengurangi terbentuknya warna 
sampai 47%. Bisa juga dengan membuat larutan nira menjadi 
alkalin.

Proses pemurnian nira adalah usaha untuk menyisihkan 
kotoran (nonsukrosa) yang terdapat di dalam nira sehingga 
diharapkan memperoleh nira yang murni tanpa terdapat kotoran di 
dalamnya. Jumlah atau persentase kotoran disisihkan merupakan 
salah satu penilaian hasil proses pemurnian. 

Tingkatan pemurnian pada proses produksi gula adalah:
-	 Penghilangan kotoran yang melayang-layang dari nira peng-

gilingan dengan menggunakan saringan (screen), straining, 
floatation, settling, sedimentation, dan centrifuging.

-	 Pemerasan nira.
-	 Penggunaan kapur dan penyediaan susu kapur dengan 

kepekaan tetap, kapur diberikan dengan jumlah yang diketahui 
dengan pasti.

-	 Pengaturan penggunaan kapur dengan melihat endapan dan 
pH.

Pemisahan dimulai dengan memisahkan zat yang melayang-
layang dengan cara pengapungan, menghilangkan buih yang 
terjadi pada pengapuran dan pemanasan nira kemudian baru 
diikuti dengan pengendapan. Kotoran yang melayang diperkirakan 
1–10% untuk proses pembuatan gula dari tebu. Komposisi kotoran 
tersebut merupakan komposisi bukan gula yang terdiri atas 
komponen organik dan anorganik. Komponen organik berupa zat 
seperti lilin, sejenis putih telur/protein, dan pentosan, sedangkan 
komponen anorganik adalah CaO, MgO, Fe2O3, Fe2O3-Al2O3, P2O3, 
SiO2, lempung, pasir, dan ampas. 
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Beberapa cara yang dilakukan pada proses pengapuran:

1.	 Pengapuran dingin
Susu kapur (2,5–7,5% CaO) ditambahkan kepada nira mentah 
dan menaikkan pH sampai 7,2–8,6. Kemudian nira dipanasi 
sampai suhu 100–102°C diikuti pengendapan. Normalnya 
sampai mendekati normal.

2.	 Pengapuran panas
Nira mentah dipanasi sampai 100–102°C. Susu kapur ditam-
bahkan sampai pH 7,6–8,0 kemudian nira diendapkan.

3.	 Pengapuran terbagi
Nira dikapuri sampai pH 6–6,4, panasi sampai 100–102°C 
kemudian dikapuri lagi sampai pH 7,6–7,8 dan diikuti 
pengendapan.

4.	 Pengapuran terbagi dan pemanasan ganda
Sebagai pengapuran terbagi nira mentah dikapuri sampai 
pH 6–6,4 kemudian dipanasi hanya sampai 93°C diikuti 
pengapuran lagi sampai pH 7,6–7,8 dan akhirnya dipanasi 
sampai 100–100°C sebelum diendapkan.

Reaksi yang perlu mendapat perhatian dalam pemurnian 
adalah inverse sukrosa menjadi D-glukosa dan D-fruktosa.

Reaksi hidrolisis akan meningkat dengan meningkatnya kadar 
ion hidrogen dan suhu. Reaksinya bukan reversible, jadi selama 
pemurnian banyak atau sedikit tentu ada perpecahan. Untuk 
mencegah kehilangan gula dapat dilakukan dengan menaikkan 
pH hingga inverse bukan menjadi faktor yang berpengaruh. Hasil 
inverse adalah glukosa dan fruktosa yang sebelumnya sudah ada.

Gula reduksi dalam nira adalah komponen kedua sesudah 
sukrosa. Gula reduksi yang utama adalah heksosa, glukosa, dan 
fruktosa. Sifat kimianya lebih reaktif daripada sukrosa, sifat gula 
reduksi berlawanan dengan sifat sukrosa karena stabil pada pH 
rendah dan akan terpecah pada pH tinggi. Gula reduksi mudah 
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teroksidasi terutama dalam suasana alkalis. Dalam pemurnian 
bila pH ditahan di atas 8 untuk beberapa waktu akan terjadi 
perpecahan gula reduksi. Hasil perpecahan adalah asam dan zat 
berwarna yang berakibat buruk. Rusaknya gula reduksi dapat 
berakibat:
1.	 Gula dapat berwarna tua, akan menyebabkan gula menjadi 

tidak putih.
2.	 Asam yang akan bereaksi dengan ion Ca membentuk garam 

kapur yang larut, menyebabkan penambahan kerak dalam 
penguapan.

Perpecahan gula reduksi menyebabkan pengurangan yang 
besar dari hasil kristal sukrosa disebabkan penambahan sejumlah 
bukan gula dan pengurangan jumlah gula-gula reduksi. Rusaknya 
gula sukrosa dan gula reduksi dalam larutan terutama disebabkan 
oleh pH, temperatur, dan waktu. Sukrosa pecah menjadi gula 
invert dengan hidrolisis dalam medium asam. Gula reduksi 
tahan dalam medium asam, tetapi pecah dalam larutan alkalis. 
Pada temperatur di bawah 55°C, perpecahan ini kecil, hasil yang 
terbentuk tak berwarna dan berisi sebagian yang diperkirakan 
asam susu. Apabila larutan alkalis dengan temperatur lebih dari 
55°C, terjadi perpecahan yang cepat dari gula-gula reduksi. 

Proses sulfitasi meliputi manipulasi nira mentah, kapur, 
gas SO2, suhu, dan waktu. Ada tiga cara sulfitasi, yaitu sulfitasi 
asam, netral, dan alkalis. Sulfitasi asam dimulai dengan sulfitasi 
pendahuluan nira mentah sampai pH rendah, diikuti dengan 
netralisasi dengan susu kapur. Sulfitasi netral dilakukan dengan 
menahan pH selama proses mendekati netral. Sulfitasi alkalis 
membuat sebagian waktu proses pada reaksi alkalis keras. Proses 
sulfitasi dikatakan sederhana apabila pengapuran dan sulfitasi 
dilakukan dalam bak yang sama. Sulfitasi rangkap apabila proses 
bersusun perlakuan dibagi dalam dua tahap atau lebih, tiap tahap 
dilaksanakan dalam alat terpisah. Selain itu, sulfitasi digolongkan 
berdasarkan cara kerja, yaitu cara bekerja terputus dan kontinu. 
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Cara kontinu memerlukan sedikit pelayanan dan sedikit perhatian, 
tetapi memerlukan kontinuitas kualitas dan kuantitas nira mentah.

Penguapan atau pemekatan nira yang sudah dimurnikan 
dilakukan untuk memisahkan air murni dan zat terlarut dengan 
anggapan tidak ada perubahan komposisi serta sifat-sifat zat 
yang terlarut. Selama pemekatan dalam penguapan, perpecahan, 
dan perubahan dari bukan gula dapat terjadi, demikian pula 
pengendapan dari kotoran dapat terjadi karena pengaruh suhu 
atau akibat makin pekatnya larutan. Penguapan dilakukan dengan 
dua tahap yaitu menghilangkan air sebanyak mungkin sampai 
mendekati jenuh (60–70°Brix) dan melanjutkan penguapan sampai 
lahir kristal sukrosa. 

Kristalisasi merupakan rangkaian penguapan untuk meng-
hilangkan air sehingga diperoleh padatan gula. Bahan padat sisa 
penghilangan air diharapkan sebagai hasil (produk) dari seluruh 
proses yang diharapkan dalam proses pengolahan gula. Proses 
kristalisasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:
a.	 kondisi bahan baku
b.	 proses pemisahan nira mentah
c.	 proses pemurnian
d.	 proses penguapan

Dalam pengendalian proses pengolahan gula perlu 
diperhatikan sifat kelarutan, mekanisme kristalisasi, dan sifat 
komponen nonsukrosa dalam nira dihubungkan dengan proses 
kristalisasi yang akan terjadi.

Gula Tebu dan Turunannya

a.	 Meningkatkan rendemen dengan penambahan enzim dekstranase

Kerusakan mikrobiologis yang disebabkan oleh invasi bakteri 
Leuconostoc dapat terjadi melalui pembentukan dekstran dan 
menyebabkan penurunan kadar gula. Pembentukan dekstran 
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yang berlebihan akan menimbulkan kesulitan dalam proses 
pengolahan. Rata-rata kadar dekstran dalam nira mentah pabrik 
gula di Indonesia antara 0,037–0,085% brix, dalam nira kental 
0,024–0,80% brix, dalam molases 0,111–0,353% brix, dan gula 
putih 0,029–0,053% brix. Untuk mengatasi masalah akibat adanya 
dekstran, dapat digunakan enzim dekstranase. 

Enzim dekstranase sangat efektif untuk menurunkan viskositas 
nira pekat dan masakan yang mengandung dekstran, sehingga 
dapat meningkatkan perolehan gula diproses kristalisasi. Suhu dan 
pH merupakan faktor yang sangat menentukan aktivitas enzim. 
Dekstranase beberapa mikroorganisme paling aktif pada pH 4,5 
± 6,5. Efek dekstranase optimum diperoleh pada suhu 50–60°C. 
Efisiensi enzim maksimal dengan kecepatan normal terjadi pada 
pH 5,0 ± 6,0 dan terus menurun pada pH di bawah 4,5, terutama 
bila proses lebih dari 30 menit. Aplikasi dekstranase pada pabrik 
gula untuk mengurangi kandungan dekstran dalam nira memiliki 
kondisi optimum dekstranase yang sesuai dengan kondisi pH dan 
suhu nira mentah pabrik gula berkisar 5,0 ± 5,5 dan 50°C.

Reaksi enzimatis yang memicu kerusakan nira tebu selanjutnya 
adalah reaksi invertase. Reaksi invertase dikatalis oleh enzim 
invertase yang terdapat dalam nira tebu, mengintervasi sukrosa 
sehingga menghasilkan glukosa dan fruktosa. Aktivitas invertase 
ini menyebabkan kadar sukrosa semakin berkurang dalam nira 
tebu. Penguraian tergantung keasaman atau pH, suhu, dan waktu. 
Semakin asam dan semakin tinggi suhu, penguraian sukrosa 
semakin cepat dan semakin lama waktu proses akan semakin 
banyak yang terurai. Hasil penguraian berbentuk zat baru yang 
dapat menyebabkan naiknya viskositas yang pada akhirnya akan 
mengakibatkan nira sulit diproses lebih lanjut menjadi gula pasir. 

Dalam pabrik gula, pengendalian pH nira biasanya dengan 
pemberian susu kapur (CaOH) sampai pH 6,0–6,2. pH terlalu tinggi 
akan terjadi flocculasi yang disertai pembentukan floc yang dapat 
mengakibatkan flooding karena menghambat perkolasi nira. Susu 
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kapur sekitar 0,5 kg per ton tebu akan menetralisir nira dengan 
membentuk garam kapur yang tidak larut (kalsium fosfat) yang 
dapat mengakibatkan kesulitan dalam pemurnian nira. Kotoran 
yang terlarut dalam nira akan menimbulkan terbentuknya kerak 
dalam tangki evaporator, sehingga nira yang dihasilkan mutunya 
kurang baik dan mempercepat korosi pada tangki evaporator. 

Pemberian enzim dekstranase 1,8 ml (Dekstranase Plus L) 
mampu mendegradasi dekstran dalam nira mentah sebesar 1 liter. 
Dengan kemampuan enzim dekstranase tersebut maka aplikasi 
enzim pada produksi gula dapat meningkatkan rendemen dari 
6,2% menjadi 7,5% dengan warna kristal yang lebih terang, ukuran 
lebih besar dan seragam. 

b.	 Pembuatan gula cair dari tebu

Nira tebu kalau dibuat gula cair sebetulnya hanya perlu 
menggunakan alat yang lebih sederhana, dan rendemen bisa 
ditingkatkan dari 8% menjadi 10–11%, karena gula cair tebu 
tidak menghasilkan molases. Sedangkan molases sebetulnya 
masih mengandung gula sebanyak 55–67%. Apabila setengah 
dari gula tebu yang diproduksi dibuat gula cair, yaitu setengah 
dari 2,4 juta ton/tahun, maka pengadaan gula nasional dari tebu 
meningkat 0,36 juta ton/tahun. Angka yang lumayan tinggi untuk 
peningkatan rendemen. Upaya mengembangkan gula alternatif 
ini perlu sosialisasi penggunaan gula cair. Sedikit demi sedikit 
dengan sosialisasi dapat merubah kebiasaan mengkonsumsi gula, 
tidak harus gula kristal (baca: gula pasir). Cepat atau lambat hal 
tersebut harus dilaksanakan untuk mencapai swasembada gula.

Namun demikian, dengan produksi gula cair dari tebu ini, 
produk molases akan turun 0,6 juta ton. Sebetulnya selama ini 
molases digunakan untuk bahan dasar monosodium glutamat 
(MSG), asam asetat, asam glutamat, dan etanol. Pengembangan 
bioenergi perlu molases sebagai bahan baku bioetanol. Untuk 
mengatasi berkurangnya molases hendaknya molases yang ada 
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hanya untuk produksi monosodium glutamat. Untuk produk 
bioetanol dan produk lainnya dicarikan sumber lain yang 
sebetulnya masih banyak yang belum dieksplorasi, di antaranya 
sumber pati dari batang kelapa sawit atau dari limbah ligno-
selulosa.  

c.	 Pembuatan sirup fruktosa dari tebu

Sirup fruktosa dari tebu dapat dilakukan dengan menambahkan 
enzim invertase pada produk sukrosanya. Dengan enzim invertase 
maka sukrosa dapat terdegradasi menjadi fruktosa dan glukosa, 
setelah glukosa dan fruktosa dipisah dengan alat separator, maka 
glukosa yang dihasilkan dapat diproses menjadi fruktosa dengan 
enzim glukosa isomerase. Dengan demikian maka produk akhir 
dilakukan formula apakah fruktosa : glukosa = 60 : 40 atau khusus 
untuk penderita diabetes formula fruktosa : glukosa = 85 : 15.

Pemanfaatan Limbah Agro Industri Tebu

Dalam proses pembuatan gula dari tebu menghasilkan limbah 
yang bermacam-macam. Limbah kalau dibiarkan maka akan 
mengakibatkan pencemaran lingkungan, tetapi bila dimanfaatkan 
sebagai by product maka akan meningkatkan nilai tambah. Bahkan 
sering lebih tinggi nilainya dibanding produk utamanya. Limbah 
proses gula dari tebu di antaranya adalah ampas batang tebu yang 
disebut bagas tebu, limbah cairan, blotong, serta batang pucuk dan 
daun tebu. Komposisi rata-rata hasil samping pabrik gula yaitu 
limbah cair 52,9%, blotong 3,5%, ampas/bagas 32%, molases 4,5%, 
dan gula 7,05% serta abu 0,1%. Produk atau by product dari proses 
pembuatan gula tebu di antaranya:

a.	 Limbah batang pucuk dan daun tebu

Pucuk tebu dapat digunakan untuk pakan penggemukan sapi. 
Pucuk tebu yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak adalah 
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ujung atas batang tebu berikut 5–7 helai daun yang dipotong dari 
tebu yang dipanen untuk tebu bibit atau bibit giling. Pucuk tebu 
yang diawetkan dalam bentuk blok atau pelet. Untuk blok pucuk 
tebu melalui proses pengeringan secara cepat sehingga kadar 
airnya tinggal 9–12%, kemudian ditekan dengan tekanan tinggi 
sehingga berbentuk balok empat persegi panjang. Untuk bentuk 
pelet pucuk tebu ini dapat dibuat dengan cara memotong-motong 
pucuk tebu, kemudian dikeringkan. Potongan kering kemudian 
digiling menggunakan mesin pelet. Untuk menghasilkan 1 ton 
pelet dengan kadar air sekitar 9–11% diperlukan 4 ton pucuk tebu 
segar. Pucuk tebu ini dapat dikonsumsi sebanyak 2% dari berat 
badan sapi potong atau sapi perah, sedangkan pada ternak domba 
dan kambing dapat dapat diberikan masing-masing 2,4% dan 2,9% 
dari berat badan. Dalam usaha penggemukan sapi, pemberian 
pelet dapat mempercepat kenaikan berat badan sapi. Sedang pada 
sapi perah laktasi, pemberian pelet dapat menurunkan kadar 
lemak susu.

b.	 Limbah bagas tebu untuk bahan bakar boiler

Dalam pembuatan gula kristal, tebu mengalami proses pemerasan 
di pabrik. Setelah diperas tebu akan menghasilkan nira atau air 
gula yang kemudian disaring lalu dimasak dalam tangki pemasak 
dengan pemanas dari broiler. Nira yang dihasilkan hanya sekitar 
5% dari bobot batang tebu. Komposisi terbanyak adalah ampas 
tebu atau disebut bagas, yaitu sekitar 90%. Dengan menumpuknya 
limbah bagas ini maka apabila tidak ditangani akan menjadi 
masalah besar dalam pencemaran lingkungan. Limbah bagas 
dapat digunakan untuk bahan bakar dari boiler untuk proses 
pengolahan gula di pabrik tersebut. Dengan demikian, pihak 
pabrik tidak perlu susah-susah untuk mencari bahan bakar karena 
dapat menggunakan limbah tebu atau bagas tersebut. Bahkan di 
PG Gunung Madu yang ada di Lampung, pemanfaatan bagas ini 
dapat sebagai bahan bakar boiler yang dimanfaatkan untuk proses 
gula juga untuk listrik di pabrik, perumahan pegawai pabrik, dan 
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juga dapat menyalurkan listrik untuk desa tetangga. Hal tersebut 
dapat dikomersilkan untuk pemenuhan listrik di sekitar pabrik.

c.	 Pupuk organik dari limbah tebu

Bagas juga dapat dimanfaatkan sebagai kompos atau pupuk 
organik. Pupuk organik merupakan salah satu jenis pupuk yang 
aman lingkungan dan mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi, 
sehingga dapat membantu tanaman lebih subur. Dan tentu saja 
tidak memiliki dampak pencemaran bahan kimia yang saat ini 
sudah mulai dirasakan dengan adanya revolusi hijau. 

Kompos atau pupuk adalah dekomposisi biologi dari bahan 
organik yang dapat dipercepat secara artifisial dengan populasi 
berbagai macam mikrobia, yaitu bakteri, actinomycetes, dan fungi 
dalam lingkungan aerobik maupun anaerobik. Biasanya dalam 
pembuatan pupuk dibuat campuran bagas, blotong, dan abu ketel, 
kemudian ditambah bioaktivator mikroba penghasil sesulolitik 
selama 1–2 minggu. Bioaktivator yang digunakan antara lain 
Bacillus, Lactobacillus, Pseudomonas, Streptomyces, Clostridium, 
dan Aspergillus yang semua itu berperan dalam penguraian atau 
dekomposisi limbah organik sampai berubah menjadi kompos. 

Blotong dapat digunakan langsung sebagai pupuk karena 
mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanah. Untuk 
memperkaya unsur N, blotong dikompos dengan bagas dan abu 
ketel (BL + BG + AK). Pemberian ke tanaman tebu sebanyak 100 
ton blotong atau komposnya per hektar dapat meningkatkan 
bobot dan rendemen tebu secara signifikan. 

d.	 Limbah blotong untuk bahan bakar

Blotong di samping untuk pupuk organik juga dapat dimanfaatkan 
untuk bahan bakar. Limbah ini keluar dari proses dalam bentuk 
padat mengandung air dan masih bertemperatur cukup tinggi, 
berbentuk seperti tanah. Blotong sebenarnya adalah serat tebu yang 
bercampur kotoran yang dipisahkan dari nira. Komposisi blotong 
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terdiri atas sabut, wax dan kadar minyak kasar, protein kasar, 
gula, total abu, SiO2, CaO, P2O5, dan MgO. Komposisi ini berbeda 
persentasenya dari satu PG dengan PG lainnya, bergantung pada 
pola produksi dan asal tebu.

Proses pembuatan blotong pengganti kayu bakar sangat 
sederhana. Limbah blotong dari pabrik yang masih panas diangkut 
dengan dump truk menuju lokasi pengrajin/pembuat blotong kayu 
bakar. Blotong ini kemudian dijemur di terik matahari selama 
2–3 minggu dengan intensitas matahari penuh. Setelah dirasa 
cukup kering pada satu permukaan, bata blotong ini dibalik 
supaya sisi lainnya juga kering. Pengeringan dimaksudkan untuk 
menguapkan air sehingga bobotnya ringan karena kandungan 
airnya sudah hilang. Kemudian dipadatkan dengan tujuan untuk 
mempersempit pori. Setelah kering dipotong seukuran batu bata 
atau bentuk briket untuk memudahkan pengangkutan. Satu rit 
blotong tersebut setelah diolah dan kering, kemudian dipindahkan 
ke dapur sebagai cadangan kayu bakar. Cadangan blotong/kayu 
bakar ini cukup untuk memenuhi kebutuhan memasak sampai 
dengan musim giling tahun depan.

Keuntungan menggunakan briket blotong adalah harganya 
yang lebih murah daripada kayu bakar dan bahan bakar lain. 
Akan tetapi, untuk membuat briket ini diperlukan waktu cukup 
lama antara 4–7 hari pengeringan, selain itu juga tergantung dari 
kondisi cuaca. Pada saat ini semakin banyak masyarakat yang 
memanfaatkan blotong sebagai bahan bakar rumah tangga. Ke 
depannya perlu ada kajian apakah briket blotong ini juga bisa 
digunakan sebagai bahan bakar ketel sehingga dapat mengurangi 
konsumsi bahan bakar minyak PG.

e.	 Limbah tetes (molases)

Tetes atau molases merupakan produk sisa (by product) pada proses 
pembuatan gula. Molases diperoleh dari hasil pemisahan sirop low 
grade di mana gula dalam sirop tersebut tidak dapat dikristalkan 
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lagi. Pada pemrosesan gula molases yang dihasilkan sekitar 5–6% 
tebu, sehingga untuk pabrik dengan kapasitas 6.000 ton tebu per 
hari menghasilkan sekitar 300 ton sampai 360 ton molases per 
hari. Walaupun masih mengandung gula, molases sangat tidak 
layak untuk dikonsumsi karena mengandung kotoran-kotoran 
bukan gula yang membahayakan kesehatan. Penggunaan molases 
sebagian besar untuk industri fermentasi, seperti alkohol, pabrik 
MSG, pabrik pakan ternak, dan lain-lain.

Secara umum, molases yang keluar dari sentrifugal mempunyai 
brix 85–92 dengan zat kering 77–84%. Sukrosa yang terdapat dalam 
molases bervariasi antara 25–40%, dan kadar gula reduksinya 12–
35%. Untuk tebu yang belum masak biasanya kadar gula reduksi 
molases lebih besar daripada tebu yang sudah masak. Komposisi 
yang penting dalam molases adalah TSAI (Total Sugar as Inverti), 
yaitu gabungan dari sukrosa dan gula reduksi. Kadar TSAI dalam 
molases berkisar antara 50–65%. Angka TSAI ini sangat penting 
bagi industri fermentasi karena semakin besar TSAI akan semakin 
menguntungkan, sedangkan bagi pabrik gula kadar sukrosa 
menunjukkan banyaknya kehilangan gula dalam molases.

f.	 Pemanfaatan molases untuk bioetanol/spiritus

Pembuatan bioetanol atau spiritus dari molases melalui tahap 
pengenceran karena kadar gula dalam molases tebu terlalu 
tinggi untuk proses fermentasi. Oleh karena itu, perlu diencerkan 
terlebih dahulu. Kadar gula yang diinginkan kurang lebih adalah 
14%. Kemudian dilakukan penambahan ragi, urea, dan NPK 
kemudian dilakukan proses fermentasi. Proses fermentasi berjalan 
kurang lebih selama 66 jam atau kira-kira 2,5 hari. Salah satu tanda 
bahwa fermentasi sudah selesai adalah tidak terlihat lagi adanya 
gelembung-gelembung udara. Kadar etanol di dalam cairan 
fermentasi kurang lebih 7%–10%. 

Setelah proses fermentasi selesai, masukkan cairan fermentasi 
ke dalam evaporator atau boiler dan suhunya dipertahankan antara 
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79–81°C. Pada suhu ini, etanol sudah menguap, tetapi air tidak 
menguap. Uap etanol dialirkan ke distilator. Bioetanol akan keluar 
dari pipa pengeluaran distilator. Distilasi pertama, biasanya kadar 
etanol masih di bawah 95%. Apabila kadar etanol masih di bawah 
95%, distilasi perlu diulangi lagi hingga kadar etanolnya 95%. 
Apabila kadar etanolnya sudah 95% dilakukan dehidrasi atau 
penghilangan air. Untuk menghilangkan air bisa menggunakan 
kapur tohor atau zeolit sintetis. Setelah itu didistilasi lagi hingga 
kadar airnya kurang lebih 99,5%.

g.	 Pemanfaatan molases untuk pakan

Molases merupakan bahan yang kaya akan karbohidrat yang 
mudah larut, kandungan mineral yang cukup dan disukai ternak 
karena baunya manis. Selain itu, molases juga mengandung 
vitamin B kompleks yang sangat berguna untuk sapi yang masih 
pedet. Molases mengandung mineral kalium yang sangat tinggi 
sehingga pemakaiannya pada sapi harus dibatasi maksimal 1,5–2 
kg/ekor/hari. Penggunaan molases sebagai pakan ternak sebagai 
sumber energi dan meningkatkan nafsu makan, selain itu juga 
untuk meningkatkan kualitas bahan pakan dengan peningkatan 
daya cernanya. Apabila takaran melebihi batas atau sapi belum 
terbiasa maka menyebabkan kotoran menjadi lembek dan tidak 
pernah dilaporkan terjadi kematian karena keracunan molases.

h.	 Pemanfaatan molases untuk produksi monosodium glutamat (MSG)

Monosodium glutamat atau dikenal sebagai bumbu masak, 
berfungsi sebagai penyedap menimbulkan rasa gurih. MSG dibuat 
melalui proses fermentasi dari molases oleh bakteri Brevibacterium 
lactofermentum atau Corynebacterium glutamicum. Awal fermentasi 
akan dihasilkan asam glutamat, kemudian dengan penambahan 
soda atau sodium karbonat akan terbentuk monosodium glutamat 
(MSG). Setelah dimurnikan dan dikristalisasi maka terbentuk 
kristal murni berwarna putih yang siap dipasarkan. 
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i.	 Pemanfaatan lain dari limbah gula tebu

Pemanfaatan lain dari limbah tebu antara lain untuk:

1.	 Campuran dalam pembuatan paving block
Beberapa penelitian baru-baru ini juga mengungkapkan 
bahwa manfaat limbah tebu ini juga berguna sebagai salah 
satu bahan campuran dalam pembuatan paving block. Dengan 
menggunakan bahan campuran limbah tebu dalam pembuatan 
paving block, maka dinilai lebih ekonomis dan juga dapat 
menekan biaya produksi. Hal ini dikarenakan limbah tebu 
mudah diperoleh dan juga tidak membutuhkan biaya yang 
besar.

2.	 Pembuatan silica gel
Silica gel merupakan salah satu gel yang kenyal dan biasanya 
digunakan untuk menyerap racun dan juga udara kotor. 
Silica gel dapat Anda temukan pada produk makanan dan 
juga stoples baru yang fungsinya adalah untuk menyerap 
udara kotor dan kuman yang terdapat pada produk tersebut. 
Ternyata, ada beberapa penelitian lainnya yang mengatakan 
bahwa manfaat limbah tebu juga dapat digunakan sebagai 
bahan pembuatan silica gel tersebut.

3.	 Pembuatan tisu
Manfaat lain dari limbah tebu yang baru-baru ini ditemukan 
adalah sebagai salah satu bahan dasar dan juga bahan baku 
dari pembuatan kertas tisu. Seperti kita ketahui, biasanya tisu 
dibuat dengan menggunakan batang pohon dan juga serat 
pohon. Namun, ternyata tisu pun juga dapat dibuat dengan 
menggunakan limbah tebu. Hal ini merupakan salah satu 
berita baik, karena dapat mengurangi penebangan liar dari 
pohon untuk pembuatan kertas tisu dan tentu saja tetap dapat 
membantu menjaga kelestarian alam.
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Bab 3. 
 
KESENJANGAN PRODUKSI DAN 
KONSUMSI GULA NASIONAL  

Kesenjangan produksi dan konsumsi gula nasional 
dapat ditelaah dari neraca gula yang mencerminkan 
keseimbangan antara jumlah ketersediaan gula terhadap 

kebutuhan gula. Secara keseluruhan, neraca gula nasional 
mencakup GKP dan GKR, namun dalam buku ini lebih banyak 
mengulas tentang neraca GKP dan kebutuhan gula diproksi 
dengan variabel distribusi gula pada tahun berjalan. 

Ketersediaan GKP mencerminkan jumlah GKP secara 
kumulatif setiap tahun yang merupakan resultan dari realisasi 
produksi GKP tahun berjalan, stok awal tahun, dan impor. Pada 
tahun 2017 ketersediaan GKP mencapai 2,95 juta ton terdiri atas 
stok awal tahun 0,83 juta ton dan realisasi produksi tahun 2017 
sebanyak 2,12 juta ton. Komponen realisasi produksi tahun 2017 
sepenuhnya merupakan produksi GKP eks tebu, karena pada 
tahun 2017 tidak ada produksi idle capacity (menggunakan bahan 
baku raw sugar impor) dan komponen GKP impor.
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Konsumsi GKP dikelompokkan menjadi konsumsi langsung, 
konsumsi khusus, dan konsumsi industri rumah tangga. Pada 
tahun 2017 jumlah konsumsi GKP nasional mencapai 2,93 juta 
ton. Jumlah konsumsi bertambah setiap tahun sebagai akibat 
pertambahan jumlah penduduk yang mencapai rata-rata 1,49%/
tahun.

Neraca gula pada Tabel 5 menggambarkan bahwa secara 
aktual ketersediaan gula pada tahun 2017 tidak mampu memenuhi 
konsumsi dan terdapat stok akhir tahun mencapai 826,03 ribu 
ton. Namun, kalau dilihat jumlah realisasi produksi GKP tahun 
2017 (2,12 juta ton) masih belum memenuhi kebutuhan konsumsi 
langsung (2,93 juta ton), adanya komponen impor GKP dan jumlah 
stok akhir tahun belum memenuhi jumlah kebutuhan stok aman 
selama lima bulan ke depan (1,20 juta ton). Kondisi demikian 
menggambarkan bahwa secara riil industri GKP nasional belum 
memenuhi kebutuhan konsumsi. 

Berdasarkan neraca gula tersebut dikaitkan dengan target 
swasembada gula yang didefinisikan sebagai kemampuan 
produksi memenuhi 80% konsumsi, maka produksi GKP tahun 
2017 mampu memenuhi 72,35% jumlah konsumsi, berarti swasem-
bada (konsumsi langsung) belum tercapai.

Dilihat dari perspektif perdagangan untuk menjaga stabilitas 
ketersediaan gula nasional, kekurangan stok awal tahun 2018 dapat 
diinterpretasikan sebagai peluang bagi perusahaan pengimpor 
untuk mengajukan izin impor. Hal lain yang juga dapat memicu 
impor dan masuknya GKR ke pasar konsumsi langsung adalah 
kualitas gula yang dihasilkan di PG tertentu belum memenuhi 
standar kualitas yang dikehendaki pasar.
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Produksi

Produksi gula GKP selama 2008–2017 terus menurun, yaitu dari 
2,668 juta ton pada tahun 2008 menjadi 2,591 juta ton pada tahun 
2012 dan menjadi 2,11 juta ton pada tahun 2017 (Tabel 3 dan 5). 

Pada kurun waktu 2013–2017, hampir semua parameter 
produksi menunjukkan pertumbuhan yang negatif, kecuali 
rendemen yang pertumbuhannya positif. Jumlah pabrik gula yang 
beroperasi terjadi penurunan dari 62 PG pada tahun 2013 menjadi 
59 PG tahun 2017. Sementara itu, kapasitas PG sejak tahun 2013–
2016 terjadi peningkatan, namun di tahun 2017 terjadi penurunan. 
Demikian juga halnya dengan areal tebang pada tahun 2014 terjadi 
peningkatan dari tahun 2013, namun selanjutnya menurun sampai 
tahun 2017. Rendemen gula juga berfluktuasi, sempat meningkat 
hingga tahun 2015, namun selanjutnya menurun hingga tahun 
2017.

Kinerja produksi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor: 

a.	 Lambatnya perkembangan areal tebu sebagai akibat dari 
konversi lahan ke penggunaan non-pertanian (jalan, industri, 
pemukiman, perkantoran, pertokoan) dan persaingan dengan 
tanaman lain, utamanya padi untuk lahan sawah. Lambatnya 
pertumbuhan produktivitas tebu karena kurang aksesnya 
petani terhadap sumber bibit tebu klon unggul baru (mahal 
dan sulit diperoleh), kurang baiknya teknologi budi daya, 
dominasi areal tebu di lahan kering yang kurang subur, dan 
dominasi tanaman tebu ratoon lebih dari 5 kali. 

b.	 Lambatnya perkembangan rendemen gula karena teknologi 
produksi tebu (penggunaan varietas dan budi daya) dan 
kondisi pabrik gula milik BUMN yang merupakan mayoritas 
pabrik gula di Indonesia sudah tua, sementara pembangunan 
pabrik gula baru BUMN masih tersendat, baik dari segi 
anggaran maupun penyediaan lahannya. 
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Tabel 3. Capaian produksi gula tahun 2004–2016

Sumber: Ditjenbun. 2017

Gambar 5. Produksi gula PG baru di luar Jawa
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Gambar 6. Panen tebu di lahan rawa Sumatera Selatan, upaya terobosan

Produksi gula GKP pada tahun 2017 mencapai 2,12 juta ton, 
berarti tidak terjadi peningkatan dibanding tahun 2016. Capaian 
produksi tersebut sudah termasuk produksi beberapa PG baru 
yang sudah mulai operasional, seperti PG Kebun Tebu Mas 
(Lamongan), PG Glenmore (Banyuwangi), dan PG Sukses Mantap 
Sejahtera (Dompu).  

Konsumsi

Jenis gula yang dikonsumsi terdiri atas GKP dan GKR. Konsumsi 
GKP mencakup konsumsi langsung oleh masyarakat maupun 
industri rumah tangga. Selama lima tahun ke depan konsumsi 
gula GKP oleh rumah tangga diproyeksi akan terus meningkat 
karena meningkatnya jumlah penduduk dan daya beli masyarakat 
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konsumen. Selain itu, peningkatan konsumsi juga didorong 
oleh adanya peningkatan kebutuhan gula oleh industri rumah 
tangga yang sejak lama telah menggunakan GKP sebagai bahan 
baku. Konsumsi GKR juga diproyeksi meningkat sejalan dengan 
pertumbuhan industri makanan dan minuman.

Tabel 4. Proyeksi kebutuhan gula tahun 2019

No 2015 2016 2017 2018 2019

1 GKP  *) 2.917.400 2.897.500 2.933.200 2.915.200 2.948.800

2 GKR  **) 2.888.800 3.033.200 3.124.200 3.218.000 3.314.500

5.806.200 5.930.700 6.057.400 6.133.200 6.263.300

Jeni s  Gula

Jumlah

Sumber: Ditjenbun. 2017

Catatan:
*)	 Pertumbuhan kebutuhan gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi langsung 

diasumsikan setara dengan pertumbuhan penduduk 1,21% per tahun dan 
kebutuhan GKP per kapita pada tahun 2015 sebesar 11,31 kg (DGI: Survei Susenas 
dan Sucofindo, 2007). 

**)	 Pertumbuhan kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk industri diasumsikan 
tumbuh 6,53% per tahun dan kebutuhan GKR per kapita pada tahun 2015 sebesar 
10,67 kg (DGI: Surveyor Indonesia, 2009).

Defisit Produksi dan Kebutuhan Impor

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula GKP, produksi gula 
GKP eks tebu masih kurang 100–300 ribu ton/tahun atau 3–10% 
dari konsumsi (Tabel 5). Untuk menutup defisit tersebut dilakukan 
impor, baik dalam bentuk GKP maupun raw sugar. Pada tahun 
2017, Indonesia tidak mengimpor GKP, tetapi impor dalam bentuk 
raw sugar untuk pabrik gula rafinasi sebesar 3.280.147 ton, untuk 
GKP 850.000 ton dan untuk MSG sebesar 450.000 ton. Penyuplai 
impor gula Indonesia didominasi oleh tiga negara, yaitu Thailand, 
Australia, dan Brasil. Pada tahun 2017, Indonesia mengimpor raw 
sugar dari ketiga negara tersebut masing-masing 1.865.243 ton, 
1.049.442 ton, dan 803.147 ton. 
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Tabel 5.	Perkembangan Neraca Tahunan Gula Kristal Putih (GKP) 
Tahun 2014-2017

No. Tahun Stok 
Awal Impor

Produksi
Total 

Penye-
diaan

Distri-
busi

Stok 
AkhirEks 

Tebu
Eks Raw 

Sugar 
Impor

Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 10

1. 2014 1.240,20 21,60 2.593,30 210,20 2.803,60 4.065,30 2.882,90 1.182,40 

2. 2015 1.182,40 0 2.497,99 63,83 2.561,83 3.755,23 2.927,63 816,59 

3. 2016 816,59 84,67 2.204,62 190,00  2.394,62 3.295,89 2.462,953) 832,941) 

4. 20172) 832,94 0 2.118,21 0 2.118,21  2.951,14 2.125,12 826,03 

Sumber: NSC. 2018

Keterangan: 
1)	 Stok GKP eks tebu ditambah sisa stok gula yang diimpor Bulog (84,67 ribu ton 

GKP) dan yang diimpor PT PPI (200.000 ton raw sugar eq 190.000 ton GKP) dan 
belum  termasuk stok GKP di luar gudang PG ex raw sugar impor yang diolah 
pabrik gula rafinasi sebesar 412,06 ribu ton.

2)	 Keadaan sampai akhir Desember 2017, tidak memasukkan gula impor yang diolah 
PG Rafinasi dan yang diimpor untuk MSG. 

3)	 Penyaluran tersebut belum termasuk penyaluran gula GKP dari pengolahan raw 
sugar non PT PPI dan Perum Bulog yang diperkirakan sebesar 567,05 ribu ton 
untuk menutup konsumsi yang diperkirakan mencapai 3.030 ribu ton (Jan–Des 
2016), dengan/asumsi kebutuhan per bulan rata-rata 240.000 ton ditambah 3 × 
50.000 ton untuk hari raya, natal, dan tahun baru.

Untuk tahun 2017 angka penyaluran GKP eks tebu hanya 
mencapai 2.125,12 ribu ton, sementara berdasarkan hasil survei dan 
pendataan BPS, konsumsi langsung untuk tahun 2017 mencapai 
3.085,45 ribu ton, sehingga ada selisih sekitar 959 ribu ton. 
Kekurangan ini diperkirakan diisi dari GKP eks raw sugar impor 
yang diolah oleh PG Rafinasi. Seperti dilaporkan sebelumnya 
bahwa raw sugar untuk GKP tahun 2017 berasal dari impor tahun 
2017 sebanyak 850.000 ton dan sisa raw sugar tahun sebelumnya 
sebesar 353.618 ton atau 1.203.618 ton ekuivalen dengan GKP 
1.143,44 ribu ton.   

Untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi dan industri 
yang tidak mampu dipenuhi dengan produksi GKP dalam negeri, 
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Indonesia memanfaatkan impor raw sugar untuk memproduksi 
GKR. Selama empat tahun terakhir jumlah GKR yang diproduksi 
dari raw sugar impor mencapai 2,75–3,26 juta ton. 

Tabel 6. Perkembangan neraca gula nasional 2014-2017

Produksi

No. Tahun

Stok 
Awal  
(GKP 
dan 

GKR)

Impor 
(GKP 
dan 

GKR)

GKP 
eks tebu 
dan raw 

sugar 
impor

GKR 
eks raw 
sugar 
impor

Total 
Produksi 

(GKP 
dan 

GKR)

Total 
Penye-
diaan 
(GKP 
dan 

GKR)

Distri-
busi 

(GKP 
dan 

GKR)

Stok  
Akhir 
(GKP 
dan 

GKR)

1. 2014 1.447,30 76,70 2.803,60 2.759,21 5.562,81 7.086,71 5.859,90 1.226,81 

2. 2015 1.226,81 65,30 2.561,82 2.809,05 5.370,87 6.662,98 5.729,64 933,34 

3. 2016 933,34 97,04 2.204,62 3.261,64 5.446,25 6.496,64 5.551,60 945,04 

4. 2017 945,04  0 2.118,21 3.234,01 5.352,21 6.297,25 5.335,66 961,59 

Sumber: NSC. 2018

Stok

Secara akumulatif neraca gula nasional memiliki stok awal dan 
akhir tahun. Untuk neraca GKP tahun 2017 stok awal sebanyak 
832,94 ribu ton. Jumlah tersebut hanya mampu memenuhi 
kebutuhan konsumsi selama 3,5 bulan (konsumsi GKP 249.400 
ton/bulan), sementara awal musim giling pada tahun 2017 jatuh 
pada bulan Mei (bulan kelima) sehingga terjadi defisit pada bulan 
April-Mei yang kemungkinan diisi dengan gula rafinasi atau GKP 
eks raw sugar impor pada tahun sebelumnya yang diolah oleh PG 
Rafinasi. Stok akhir tahun 2017 sebanyak 826,03 ribu ton menjadi 
stok awal tahun 2018. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa 
jumlah stok tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi awal 
tahun menjelang musim giling. Dengan adanya tambahan stok 
GKR, maka stok awal neraca gula nasional tahun 2017 menjadi 
945,04 ribu ton dan stok akhir tahun 2017 menjadi 961,59 ribu ton, 
menunjukkan bahwa kontribusi GKR terhadap jumlah stok gula 
nasional tidak signifikan. 
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Bab 4. 
 
IMPLEMENTASI PROGRAM 
SWASEMBADA GULA, KENDALA 
DAN TANTANGANNYA

Perluasan Areal

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pada awal 
tahun 1930-an hanya memiliki luasan areal panen tebu 
269.000 ha dan mampu memproduksi gula 2,9 juta ton 

GKP. Dari tahun 1930-an hingga sekarang luasan areal tebu 
berfluktuasi dinamis dan sejak 1950 terus meningkat hingga tahun 
2017 mencapai 455 ribu ha. Tetapi pencapaian produksi gula dari 
tahun 1950–2017 tidak lebih tinggi dari produksi dari tahun 1930-
an, yakni hanya 2,5 juta ton (Gambar 7).

Pencapaian produksi gula yang tinggi pada periode sebelum 
perang kemerdekaan membuktikan bahwa usaha peningkatan 
produktivitas, rendemen, dan efisiensi usaha tani tebu dengan 
menerapkan manajemen pertanaman yang ketat melalui sistem 
tanam paksa didukung pengembangan varietas unggul dan 
penanaman dengan irigasi yang memadai, target sasaran produksi 
tinggi dapat dicapai dengan sangat efisien, khususnya dari sisi 
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lahan. Sebaliknya pada periode setelah perang kemerdekaan, 
usaha meningkatkan volume produksi gula nasional yang 
mengutamakan perluasan lahan dan kurang diiringi dengan 
manajemen yang baik, serta penerapan teknologi budi daya tebu 
yang kurang memadai, dan bahkan ditengarai adanya hubungan 
yang kurang harmonis antara petani dengan manajemen PG pada 
beberapa kurun tertentu, meski menghasilkan volume produksi 
yang hampir setara, tetapi harus mengorbankan sisi efisiensi, 
terutama lahan.  

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), http://www.bps.go.id, diolah               

Gambar 7. Luas panen tebu dan produksi gula Indonesia 1965–2017

Mencanangkan swasembada harus dapat merencanakan 
sasaran produksi gula nasional dan tidak dapat dilepaskan dari 
rencana perluasan lahan dan target produktivitas hablur yang 
dihasilkan, karena kedua faktor ini merupakan resultan dari 
produksi gula nasional.  Untuk mencapai target sasaran produksi, 
rencana perluasan lahan untuk agroindustri gula perlu dilakukan 
dengan mempertimbangkan bukan hanya dari sisi teknis, tetapi 
juga dari sisi sosioekonomis dan kelayakan usahanya. 

Areal existing perkebunan tebu di Indonesia yang saat ini 
bertumpu di pulau Jawa, mengingat pertumbuhan dan kepadatan 
penduduk di Jawa dan kompetisi lahan dengan komoditas lain, 
maka kebijakan yang mendorong pertumbuhan agroindustri 
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gula di luar pulau Jawa saat ini sangat dibutuhkan. Pertumbuhan 
agroindustri gula baru memungkinkan manajemen pergulaan 
dilakukan secara profesional dengan memanfaatkan pembangunan 
pabrik baru yang lebih efisien dalam pengelolaannya, melengkapi 
PG lama yang saat ini didominasi BUMN dan masih mampu 
beroperasi. Terkait dengan perluasan lahan tebu, kemudahan untuk 
memperoleh dan memanfaatkan lahan untuk pengembangan 
kebun tebu dapat menjadi salah satu daya tarik investasi untuk 
pembangunan agroindustri gula baru.

Program perluasan lahan pengembangan tebu diselaraskan 
dengan pembangunan PG baru di berbagai wilayah di Indonesia, 
diutamakan di luar Jawa. Tantangan yang dihadapi dalam 
perluasan areal tebu terutama adalah status lahan lindung, 
kelas kesesuaian lahan, dan kepemilikan lahan. Untuk mencapai 
target produksi sesuai dengan kebutuhan konsumsi GKP, yakni 
penambahan produksi sebanyak 3,4 juta ton GKP, dengan asumsi 
produktivitas hablur mencapai 6,5–7 ton per ha, maka diperlukan 
perluasan lahan seluas ± 500 ribu ha. 

Catatan menunjukkan bahwa lahan potensial yang tersedia 
untuk pertanian  pangan lahan kering adalah seluas 2,11 juta ha 
pada lahan APL (area penggunaan lain) yang belum digunakan 
dan 8,78 juta pada lahan APL yang sebagian sudah digunakan 
sebagai tegalan dan sebagian mempunyai perizinan penggunaan 
tertentu. Sedangkan pada lahan HPK (hutan produksi konversi) 
yang berpotensi untuk tanaman pangan lahan kering seluas 1,37 
juta ha yang belum digunakan dan 0,6 juta ha yang telah memiliki 
perizinan. Berdasarkan ketersediaan lahan kering potensial untuk 
tanaman pangan ini seluas 2,11 juta ha, pemerintah mengalokasikan 
500 ribu ha untuk perluasan dan pengembangan tebu.

Untuk menyediakan lahan bagi pertanian, Kementerian 
Pertanian telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) dengan fokus wilayah perluasan dan 
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pengembangan baru di luar Jawa, yakni Sumatera, Sulawesi, Nusa 
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Intensifikasi

Melihat success story di masa lalu, peluang untuk meraih sukses 
swasembada gula sebenarnya cukup terbuka. Teknologi maju di 
bidang pemuliaan yang berkembang sejak lama telah membuka 
peluang tersebut. Terbukti dengan penemuan dan pemanfaatan 
beberapa varietas tebu produktivitas dan rendemen sangat tinggi 
pada periode sebelum kemerdekaan, antara lain POJ 3016 dan 
POJ 2878. Penataan varietas unggul yang ditanam di wilayah 
pengembangan menjadi kunci keberhasilan untuk mendapatkan 
produktivitas dan rendemen yang diharapkan. Hal ini sangat 
terkait dengan karakter tingkat produktivitas bahan tanaman, 
stadia kemasakan, dan masa giling yang tepat. 

Kondisi varietas unggul dominan yang ditanam di berbagai 
wilayah pengembangan tebu sebenarnya belumlah ideal, karena 
baik proporsi maupun potensi produktivitas dan rendemennya 
belum mendukung pencapaian sasaran yang diharapkan. Padahal 
perbanyakan benih unggul memungkinkan secara massal dengan 
teknologi perbanyakan modern, antara lain melalui kultur 
jaringan. Namun, untuk mengimplementasikan pemanfaatan 
benih unggul yang ideal memerlukan sistem penangkaran dan 
manajemen benih yang baik. 

Pengembangan irigasi dan teknik pemupukan merupakan 
hal yang mutlak dalam mendorong produktivitas tebu. Dalam 
pengembangan tebu di lahan kering, efisiensi penggunaan air 
dan pupuk melalui kombinasi irigasi tetes dan pemupukan telah 
membuktikan dapat mendorong produktivitas. Produktivitas 
tanaman tebu diukur dari bobot panen tebu per satuan luas (hektar). 
Pada hakikatnya, tanaman tebu memiliki karakter yang sedikit 
berbeda dibanding komoditas pertanian lain, yakni kapasitas 
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tumbuhnya yang besar. Namun, dalam pertumbuhannya sangat 
dipengaruhi oleh varietas yang ditanam, lingkungan tumbuh, 
dan teknologi budi daya yang diterapkan. Potensi produktivitas 
tebu secara genetik sangat bervariasi dan beberapa di antaranya 
memiliki karakter genetik produktivitas tanaman yang tinggi. 

Ketika usaha tani tebu menggunakan varietas unggul, ditanam 
pada lokasi yang sesuai dan dilakukan dengan teknik budi 
daya yang tepat, maka terbuka peluang memperoleh hasil yang 
maksimal sampai mendekati atau sama dan bahkan jauh melebihi 
potensi hasilnya. Secara teori, perkiraan potensi produktivitas tebu 
dapat mencapai 300–400 ton per ha, tetapi hasil maksimal tersebut 
memerlukan input yang sangat tinggi. Hal ini juga telah dibuktikan 
pada varietas Bululawang yang ditanam di Purbalingga, Jawa 
Tengah yang mampu menghasilkan produktivitas tanaman hingga 
rata-rata 150 ton per ha, melalui penanaman di lahan beririgasi 
dengan pemberian pupuk organik 5 ton per ha. Produktivitas 
yang dicapai ini 59% melebihi potensi produktivitas yang dicatat 
dalam SK pelepasan varietas Bululawang, yakni 943 kg per ha. 

Tingginya potensi produktivitas tebu antara lain sebagai 
hasil tingginya tingkat efisiensi fotosintesis yang memungkinkan 
pemanfaatan energi matahari yang maksimal karena tingginya 
koefisien penangkapan CO2 di atmosfer. Hybrid tebu baru yang 
diciptakan pada generasi sekarang bahkan cenderung dapat 
didorong produktivitas biomassanya secara maksimal dengan 
mengutamakan pada kandungan serat dan jumlah batang. 

Inovasi dan teknologi budi daya tebu saat ini memungkinkan 
pencapaian target produktivitas gula hablur tinggi lebih dari 10 
ton per ha melalui intensifikasi budi daya tebu dengan manajemen 
yang baik dan profesional. Produktivitas hablur ditentukan oleh 
produktivitas tebu (bobot tebu) dan rendemen tebu. Melalui 
manajemen perkebunan tebu yang baik, produktivitas tebu saat ini 
memungkinkan untuk mencapai > 100 ton per ha. Rendemen tebu 
secara umum adalah kandungan gula di dalam batang tebu yang 
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dinyatakan dalam %. Oleh karena itu, bila dinyatakan rendemen 
tebu 10%, hal itu berarti bahwa dari 100 kg tebu apabila diolah 
dengan baik akan menghasilkan gula sebanyak 10 kg.

Pertanaman tebu idealnya tidak melampaui 4 kali ratoon (RC 
4), kenyataannya di lapang banyak yang melebihi 4 kali ratoon 
bahkan sampai 10 kali. Penanaman kembali (bongkar ratoon) 
pertanaman yang melebihi 4 kali ratoon dapat meningkatkan 
produktivitas tebu dan gula. Untuk itu, pemerintah mulai tahun 
2002 melakukan program bongkar ratoon dengan memberi 
bantuan dana bongkar ratoon dan benih unggul yang luasnya 
tiap tahun diupayakan terus meningkat. Setiap tahun diperlukan 
bongkar ratoon pada 20–25% areal tebu nasional. 

Revitalisasi Industri Gula 

Kerangka pikir revitalisasi industri gula

Produksi gula di dalam negeri sampai saat ini belum mampu 
memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga ketergantungan 
terhadap gula impor masih terus berlanjut. Untuk mendorong 
peningkatan produksi gula nasional, pemerintah sampai sekarang 
masih memberikan proteksi yang besar terhadap industri gula, 
meskipun disadari bahwa hal itu merugikan perekonomian 
nasional. 

Pemangku kepentingan industri gula dan industri berbasis 
tebu nasional terdiri atas: (1) petani tebu dan asosiasi petani 
tebu rakyat, (2) pabrik gula milik BUMN dan swasta murni, 
serta industri gula rafinasi, (3) konsumen rumah tangga dan 
industri pangan, (4) importir dan pedagang gula, (5) investor 
yang berminat melakukan investasi dalam bidang industri gula 
dan industri berbasis tebu, dan (6) pemerintah sebagai regulator. 
Revitalisasi industri gula dan industri berbasis tebu nasional 
dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang 
hendaknya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap 
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semua pemangku kepentingan, dengan menjaga stabilitas harga 
gula di pasar domestik serta menjaga perbedaan harga domestik 
dan harga internasional yang tidak terlalu besar. Namun, tujuan 
kebijakan ini harus dicapai seiring dengan peningkatan produksi 
gula nasional yang efisien dan memiliki daya saing, berkurangnya 
impor gula secara signifikan, serta peningkatan pendapatan petani 
tebu. Produksi gula nasional akan memiliki daya saing apabila 
PG BUMN dan swasta murni mampu menghasilkan gula putih 
yang memenuhi standar kesehatan untuk konsumsi dengan biaya 
pokok bersaing dengan harga gula impor (Rp7.080/kg). 

Kebijakan yang perlu segera diterapkan adalah menghilangkan 
pengaruh inefisiensi PG BUMN dalam penetapan rendemen tebu 
petani. Untuk itu, perlu dikembangkan penetapan rendemen 
individu atau jaminan rendemen minimum dalam bentuk 
peraturan khusus, seperti yang dilakukan oleh pemerintah India. 
Penentuan besarnya jaminan rendemen minimum itu hendaknya 
dilakukan secara bersama antara PG dan kelompok tani, sehingga 
dapat meningkatkan relasi dan sinergi antara petani dan PG. Untuk 
meningkatkan hari giling dan produktivitas gula hablur pada 
setiap PG, kebijakan peningkatan produktivitas dan rendemen 
tebu petani melalui program bongkar ratoon, rawat ratoon, dan 
perluasan areal perlu terus ditingkatkan. Keikutsertaan petani 
penangkar dalam penyediaan bibit mendukung program tersebut 
sangat diperlukan. Di samping itu, keterlibatan kelompok tani 
sebagai penangkar bibit tebu juga diharapkan dapat mendorong 
pelaksanaan bongkar ratoon secara swadaya. 

Kebijakan revitalisasi yang perlu dilaksanakan dalam jangka 
pendek terhadap PG BUMN di Jawa adalah melakukan penilaian 
(assessment) dan rehabilitasi terhadap PG-PG yang tidak efisien 
secara teknis dan ekonomis, sehingga mampu menghasilkan gula 
hablur dengan biaya pokok maksimum Rp7.080/kg. Program 
rehabilitasi ini hendaknya tidak diarahkan untuk mendapatkan 
unified products dalam bentuk gula putih, tetapi dapat juga 
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ditujukan untuk memproduksi raw sugar atau gula rafinasi (refined 
white sugar). Dengan demikian, setiap PG dapat menentukan 
produk gula yang akan dihasilkan sesuai dengan keunggulan 
komparatif dan kompetitif yang dapat dikembangkan PG itu. 

Dalam jangka menengah revitalisasi industri gula nasional 
hendaknya ditujukan untuk pengembangan PG-PG di luar Jawa, 
dengan memanfaatkan lahan kering yang kurang kompetitif 
bagi pengembangan tanaman pangan. Dalam kebijakan ini, 
pembangunan PG tidak hanya untuk pengembangan industri 
gula, tetapi juga pengembangan industri berbasis tebu seperti 
etanol, alkohol untuk industri, bahan campuran bensin, sampai 
kepada produksi listrik. Untuk pengembangan industri berbasis 
tebu ini, diperlukan rencana terintegrasi dengan pengembangan 
industri-industri lainnya serta sejalan dengan peningkatan 
permintaan terhadap produk tersebut di pasar domestik dan pasar 
internasional. 

Dalam jangka panjang, revitalisasi industri gula nasional 
ditujukan untuk mengurangi keterlibatan langsung BUMN, 
sebaliknya mendorong peran swasta dan petani tebu dalam 
pengelolaan PG. Pemerintah lebih fokus menjalankan peran 
sebagai regulator. Di samping menjaring investasi swasta 
untuk pembangunan PG baru, kepemilikan PG BUMN yang 
masih layak operasi dapat dialihkan kepada petani tebu. Dalam 
pengalihan kepemilikan, PG ini memerlukan soft loan dengan 
jaminan pemerintah yang akan dibayar oleh asosiasi petani tebu. 
Pengalihan kepemilikan ini sangat dimungkinkan karena petani 
menguasai sebagian besar bahan baku yang diolah oleh PG. 
Pengalihan kepemilikan ini juga diharapkan dapat meningkatkan 
produktivitas dan kualitas tebu yang dihasilkan oleh petani, 
sehingga efisiensi PG dapat terus dipertahankan. 

Bidang lain yang perlu mendapat perhatian dalam revitalisasi 
industri gula adalah kegiatan penelitian dan pengembangan 
(R&D) melalui penyediaan dana penelitian dan pengembangan 
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yang memadai. Dengan tersedianya dana untuk kegiatan R&D, 
pengembangan inovasi untuk meningkatkan produktivitas tebu, 
rendemen gula, dan diversifikasi produk diharapkan dapat terus 
berlangsung. 

Target dan Realisasi Revitalisasi 

Revitalisasi industri gula yang sudah dicanangkan oleh 
pemerintah sejak tahun 1975 dan kembali dicanangkan tahun 2002 
belum sepenuhnya dapat terlaksana. Beberapa indikasi belum 
terlaksananya revitalisasi adalah: (1) sebagian besar PG belum 
menerapkan penetapan rendemen individu, (2) beberapa PG 
milik BUMN tidak beroperasi pada tahun 2017, (3) pembangunan 
PG baru terkendala masalah sinergi kebijakan antarsektor, (4) 
terjadinya penurunan dan rendahnya kinerja dan produktivitas 
on farm dan off farm secara nasional, serta (5) efisiensi PG masih 
rendah (< 85%). 

Penetapan rendemen yang dinilai tidak transparan khususnya 
oleh petani tebu sangat berpengaruh terhadap motivasi petani 
untuk menanam tebu, sehingga ketersediaan tebu sebagai 
bahan baku industri gula terus mengalami penurunan, baik 
secara kuantitas maupun kualitas. Beberapa PG BUMN (PG 
Bungamayang, PG Gempol Krep) dan PG swasta (PG KTM, PG 
Kebon Agung) sudah melakukan investasi membangun sarana 
pengukuran rendemen secara cepat (core sampler) yang diharapkan 
dapat mendukung penetapan rendemen secara transparan, sejauh 
ini belum sepenuhnya dioperasionalkan untuk tujuan tersebut, 
karena masih ada kekurangsiapan secara teknis dan manajemen.

PG milik BUMN yang sudah tidak operasional dan sebagian 
PG yang masih beroperasi, namun tidak efisien merupakan target 
utama revitalisasi dalam jangka pendek. Pada tahun 2017 ada 7 
PG BUMN tidak beroperasi (Tabel 7), sehingga meskipun ada 
tambahan 2 PG baru (swasta) yang mulai berproduksi pada tahun 
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2016 (PG SMS dan PG KTM) dan 2 PG BUMN (PG Glemore dan 
PG GMM) yang mulai berproduksi tahun 2017, tetapi jumlah PG 
yang berproduksi berkurang dari 63 PG pada tahun 2014 menjadi 
59 PG pada tahun 2017. Di samping 7 PG yang tidak berproduksi, 
sejumlah PG menunjukkan kinerja tidak efisien ditandai dengan 
kapasitas giling, capaian produktivitas tebu, rendemen gula, dan 
produktivitas hablur yang rendah. 

Tabel 7. Pabrik gula yang tidak berproduksi tahun 2017

No. Perusahaan Gula/
Pabrik Gula

Tahun 
Berdiri

Kapasitas 
Terpasang 

(TCD)
Keterangan

1. PG Sumberharjo 1861 1.900 Tidak giling tahun 2017

2. PG Gondang Baru 1860 1.450 Tidak giling tahun 2017

3. PG Tulangan 1848 1.500 Tidak giling tahun 2017

4. PG Kanigoro 1864 1.800 Tidak giling tahun 2017

5. PG Karangsuwung 1854 1.500 Tidak giling tahun 2015-2017

6. PG IGN/Cepiring 1835 2.500 Tidak giling tahun 2016-2017

7. PG Sei Semayang   1983 4.000 Tidak giling tahun 2015-2017

Sumber: NSC. 2018

Dilihat dari kapasitas giling, 40 PG (67,79%) dari 59 PG yang 
berproduksi tahun 2017 memiliki kapasitas giling < 6.000 TCD, 
dapat dikategorikan sebagai PG yang perlu direvitalisasi karena 
cenderung kurang efisien dalam pemanfaatan sumber daya. 
Di antara 40 PG yang berkapasitas giling < 6.000 TCD, 37 PG 
merupakan PG BUMN dan 3 PG swasta (NSC, 2018). Gambaran 
mengenai pengelompokan seluruh PG berdasarkan kapasitas 
giling disajikan pada Tabel 8.
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Tabel 8. Pengelompokan PG berdasarkan kapasitas giling

No. Ukuran Kapasitas (TCD) Jumlah Pabrik Persentase (%)
1. < 2.000 13 20,63
2. 2.000-4.000 31 49,21
3. 4.000-6.000 4 6,35
4. 6.000-8.000 9 14,29
5. 8.000-10.000 3 4,76
6. >10.000 3 4,76

Jumlah 63 100,0
Rata-rata Kapasitas = 3.978 TCD/Pabrik Gula

Sumber: Ditjenbun, 2017

Berdasarkan data produktivitas tebu tahun 2017, dari 59 
PG yang berproduksi ada 34 wilayah PG (57,63%) yang capaian 
produktivitasnya di bawah 70 ton/ha (Tabel 9). Untuk mencapai 
swasembada gula dibutuhkan tingkat produktivitas > 80 ton/ha. 
Oleh karena itu, perlu revitalisasi pada level on farm di wilayah PG 
tersebut.

Tabel 9. Kinerja PG berdasarkan produktivitas tebu, tahun 2017

No. Produktivitas 
Tebu (ton/ha) Nama PG Jumlah 

PG
Persentase dari 

Total PG (%)

1. > 30–40 PG Tambora (PT SMS Dompu 
NTB), PG Bone

2 3,39

2. > 40–50 PG Jatitujuh, PG Madukismo, PG 
Caming, PG Kwalamadu

4 6,78

3. > 50–60 PG Jatibarang, PG Pangka, 
PG Tasik Madu, PG Pagotan, 
PG Subang, PG Rejoagung, 
PG Gendhis/Bulog, PG Pakis 
Baru, PG Takalar, PG LPI, PG 
Poerwodadi, PG Gulaputih 
Mataram, PG Sweet Indolampung

13 22,03
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No. Produktivitas 
Tebu (ton/ha) Nama PG Jumlah 

PG
Persentase dari 

Total PG (%)

4. > 60–70 PG Sragi, PG Rendeng, PG Mojo, 
PG Watutulis, PG Krembung, PG 
Lestari, PG Merican, PG Soedono,  
PG Rejosari, PG Kedawung, 
PG Pajarakan, PG Jatiroto, PG 
Tersana Baru, PG Sindang Laut, 
PG Trangkil

15 25,42

5. > 70–80 PG Gempolkrep, PG 
Mojopanggong, PG Gending, PG 
Semboro, PG Prajekan, PG Candi, 
PG Glenmore, PG Kebon Agung, 
PG KTM, PG Bungamayang, PG 
Cintamanis, PG Indolampung 
Perkasa

12 20,34

6. > 80–90 PG Pesantren Baru, PG Ngadirejo, 
PG Cukir, PG PSMI,  PG 
Wonolangan, PG Olean, PG Panji, 
PG Krebet, PG Gunung Madu, 
PG Gorontalo, PG Asembagus

11 18,64

7. > 90–100 PG PG Jombang Baru, PG 
Wringinanom

2 3,39

Sumber: NSC, 2018

Capaian rendemen gula pada tahun 2017 menunjukkan 23 PG 
(38,98%) dari 59 PG yang berproduksi tahun 2017 masih di bawah 
7% (Tabel 10). Selain ditentukan oleh kualitas tebu yang digiling 
sebagai bahan baku gula, rendemen gula sangat ditentukan oleh 
kinerja PG. Oleh karena itu, 23 PG tersebut seyogianya menjadi 
objek revitalisasi PG.

Tabel 10. Kinerja PG berdasarkan rendemen gula, tahun 2017

No. Rendemen 
Gula (%) Nama PG Jumlah 

PG
Persentase dari 

Total PG (%)

1. > 4–5 PG Glenmore, PG Tambora (PT 
SMS di Dompu NTB) 

2 3,39

2. > 5–6 PG Jatibrang, PG Kwalamadu, 
PG Bungamayang, PG 
Cintamanis, PG Takalar 

5 8,47
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No. Rendemen 
Gula (%) Nama PG Jumlah 

PG
Persentase dari 

Total PG (%)

3. > 6–7 PG Pangka, PG Sagi, PG 
Rendeng, PG Mojo, PG 
Tasikmadu, PG Kedawung, 
PG Pajarakan, PG Jatiroto, PG 
Wringininanom, PG Olean, PG 
Tersanabaru, PG Subang, PG 
Madu Baru, PG Trangkil, PG 
Caming, PG Laju Perdana Indah 

16 27,12

4. > 7–8 PG Watutulis, PG Krembung, 
PG jombang Baru, PG Cukir, PG 
Lestari, PG Merican, PG Sudono, 
PG Purwodadii, PG Rejosari, PG 
Wonolangan, PG Gending, PG 
Semboro, PG Panji, PG Prajekan, 
PG Rejoagung, PG Sindanglaut, 
PG Jatitujuh, PG Candi, PG 
Kebon Agung, PG Pakis Baru, 
PG Gendhis/Bulog, PG Pagotan, 
PG Gulaputih Mataram, 
PG Gorontalo, PG Sweet 
Indolampung, PG Indolampung 
Perkasa

26 44,07

5. > 8–9 PG Gempolkrep, PG Pesantren 
Baru, PG Ngadirejo, PG 
Mojopanggung, PG Asembagus, 
PG Krebet, PG KTM, PG Bone, 
PG Gunungmadu, PG PSMI

10 16,95

Jumlah 59 100,00

Sumber: NSC, 2018

Akumulasi dari kinerja on farm dan PG menghasilkan 
produktivitas hablur. Berdasarkan data produktivitas hablur 
tahun 2017, capaian produktivitas 44 PG (74,57%) dari 59 PG 
yang berproduksi tahun 2017 masih di bawah 6 ton/ha. Sementara 
Direktorat Jenderal Perkebunan menargetkan produktivitas 
hablur minimal 6 ton/ha untuk mencapai target produksi gula 
tahun 2018. 
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Tabel 11. Kinerja PG berdasarkan produktivitas hablur, tahun 2017

No. Produktivitas 
Hablur (ton/ha) Nama PG Jumlah 

PG
Persentase dari 

Total PG (%)

1. > 1–2 PG SMS 1 3,39

2. > 2–3 PG Jatibarang, PG Glenmore, 
PG Madukismo, PG 
Kualamadu

4 6,78

3. > 3–4 PG Poewodadi, PG Sragi, 
PG Pangka, PG Mojo, PG 
Tasikmadu, PG Jatitujuh, PG 
Subang, PG Bone, PG Caming, 
PG Takalar, PG Komering PG 
Gulaputih Mataram

12 20,34

4. > 4–5 PG Rendeng, PG Watutulis, 
PG Kremboong, PG Lestari, 
PG Merican, PG Soedono, 
PG Rejosari, PG Pagotan, PG 
Kedawung, PG Pajarakan, PG 
Jatiroto, PG Rejoagung, PG 
Sindanglaut, PG Tersana Baru, 
PG Trangkil, PG Pakis, PG 
Gendhis, PG Bungamayang, 
PG Cintamasis, PG Sweet 
Indolampung 

20 33,90

5. > 5–6 PG Gempolkrep, PG Gending, 
PG Semboro, PG Olean, PG 
Candi, PG Kebonagung, PG 
Indo Lampung Perkasa

7 11,86

6. > 6–7 PG Cukir, PG Pesantren 
Baru, PG Ngadiredjo, 
PG Mojopanggung, PG 
Wonolangan, PG Prajekan, PG 
Gorontalo, PG Gunungmadu 
Plantations, PG Wringinanom, 
PG Panji, PG KTM 

12 20,34

7. > 7–8 PG Jombang, PG Krebet, PG 
PSMI 

3 5,08

Jumlah 59 100,00

Sumber: NSC, 2018

Rencana pembangunan PG baru belum terlaksana karena 
adanya berbagai kendala, antara lain terkait masalah izin lokasi 
(pelepasan lahan), dukungan sarana transportasi (pelabuhan), dan 
prosedur investasi. Dari rencana awal pembangunan 20 PG baru, 
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sebanyak 5 PG (25%) sudah dimulai pembangunan, sedangkan 15 
PG (75%) belum jelas kapan dimulai pembangunannya.

Capaian produktivitas tebu < 90 ton/ha dan rendemen gula < 
9% membutuhkan dukungan inovasi terutama untuk perbaikan 
keunggulan genetik varietas dan teknologi pendukungnya untuk 
pengembangan tebu di lahan suboptimal dan mampu beradaptasi 
terhadap perubahan iklim. Sampai dengan tahun 2017 sebagian 
besar petani masih menggunakan varietas yang disinyalir sudah 
mengalami penurunan genetis dan penerapan sistem tanam yang 
kurang sesuai dengan kondisi lahan dan iklim saat ini. Inovasi 
baru hasil penelitian sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 
kinerja industri gula nasional.

Kebijakan perdagangan gula masih sering menimbulkan 
kegaduhan di kalangan pemangku kepentingan, terutama terkait 
dengan impor raw sugar dan peredaran gula rafinasi. Ketersediaan 
data yang kurang valid mencerminkan masih lemahnya koordinasi 
dan sinergitas antarpemangku kepentingan. Pemberian izin 
impor dan pengolahan raw sugar menjadi gula rafinasi/GKP masih 
menjadi rebutan kepentingan antara PG Rafinasi dengan PG GKP.

Sinergisme Kebijakan Antarsektor

Mencapai swasembada gula sebenarnya bukan hal mustahil bagi 
negeri ini, Thailand yang tidak lebih luas dari Indonesia saja pun 
mampu mencicipi manisnya sang gula yang mencapai angka 
surplus hingga lebih dari 8 juta ton. Oleh karena itu, Presiden Joko 
Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rencana kerjanya 
yakin bahwa Indonesia akan menjadi negara yang berswasembada 
gula hingga 2019. Publik memahami bahwa masalah swasembada 
gula bukan hanya sekadar masalah hitung-hitungan seberapa 
jumlah gula dan seberapa jumlah konsumsi lalu membuat rasio 
antara keduanya. Lebih dari itu, masalah swasembada adalah 
permasalahan target kerja yang luar biasa kompleks yang harus 
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melibatkan sektor-sektor terkait untuk pencapaiannya. Hal ini 
mengandung makna bahwa sinergisme kebijakan antarsektor juga 
turut menentukan keberhasilan dalam mencapai swasembada 
gula. 

Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, Kementerian Pertanian terus bersinergi dengan 
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan 
lainnya dalam upaya pencapaian swasembada gula. Berikut 
secara ringkas tentang sinergisme kebijakan dalam kerangka 
mewujudkan swasembada gula.

Kebijakan Proteksi. Kebijakan proteksi dimaksudkan 
sebagai benteng pelindung bagi pelaku ekonomi gula dalam 
negeri, khususnya petani tebu dan PG berbahan baku tebu, dari 
dampak liberalisasi perdagangan dunia yang tidak fair dan sarat 
distorsi. Secara prinsip, negara akan memberlakukan kebijakan 
tersebut selama negara lain penghasil gula utama dunia juga 
melakukannya. Sejak reformasi politik bergulir, kebijakan proteksi 
yang ditempuh negara, antara lain pemberlakuan bea masuk atas 
gula impor dengan besaran fleksibel (mengikuti kurs rupiah 
terhadap valuta asing dan harga gula dunia), pembatasan impor 
secara ketat hanya sebatas selisih antara kebutuhan dan produksi, 
impor hanya dapat dilakukan produsen (bukan importir umum), 
separasi atau pemisahan segmentasi pasar gula (gula kristal 
rafinasi untuk industri makanan/minuman dan farmasi serta gula 
kristal putih untuk konsumsi langsung), dan penetapan harga 
patokan petani (HPP). Dalam kerangka pasar tunggal ASEAN 
yang mulai efektif 31 Desember 2015, pada dasarnya Indonesia 
masih bisa memberlakukan proteksi, tetapi implementasinya 
harus dinegosiasikan terlebih dahulu.  

Kebijakan Promosi. Sejalan dengan implementasi kebijakan 
proteksi, selama transisi menuju peningkatan daya saing PG 
berbasis tebu secara menyeluruh, negara memberlakukan kebijakan 
promosi. Tujuan kebijakan ini adalah menyiapkan industri gula 
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nasional agar pada saat liberalisasi perdagangan diterapkan 
secara menyeluruh sudah dinyatakan kuat dan siap menghadapi 
kompetisi dengan gula impor. Inti dari kebijakan promosi adalah 
pemberian insentif kepada produsen untuk meningkatkan daya 
saing, khususnya dari sisi produktivitas, efisiensi, dan mutu produk. 
Kebijakan promosi antara lain mencakup bantuan bagi petani yang 
bersedia melakukan pembongkaran tanaman keprasan lanjut dan 
menggantinya dengan benih dari varietas baru berproduktivitas 
tinggi (bongkar ratoon), rawat ratoon, tersedianya kredit program 
dengan sebagian bunga disubsidi negara bagi petani berlahan 
kurang dari 4 hektar, pupuk bersubsidi bagi petani berlahan kurang 
dari 2 hektar, bantuan irigasi sederhana, serta bantuan mekanisasi 
untuk kelompok tani yang bersedia melakukan re-grouping atau 
konsolidasi lahan. Melalui Kementerian Perindustrian, negara 
juga memberikan bantuan mesin/peralatan secara langsung bagi 
PG yang melakukan revitalisasi, potongan harga atas investasi 
rutin, dan insentif untuk investasi bagi PG yang menggunakan 
komponen dalam negeri.

Kebijakan Peningkatan Mutu Gula. Akibat beroperasinya 
mesin/peralatan lama dengan teknologi usang, sebagian PG di 
Indonesia boros energi, efisiensinya rendah, dan mutu produk 
berupa gula tidak standar. Untuk menyiapkan diri menghadapi 
kompetisi berskala global, peningkatan mutu gula menjadi 
komitmen yang tidak bisa ditawar. Melalui Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 68/Permentan/0T.140/6/2013 mulai giling 2015 
semua gula produksi dalam negeri wajib mendapatkan sertifikat 
SNI dengan masa transisi selama 2 tahun (2013–2015) sejak regulasi 
dikeluarkan. Regulasi tersebut juga sejalan dengan amanat 
sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengharuskan 
semua produk makanan harus higienis, bersih, dan diproduksi 
melalui best manufacturing processes yang mengedepankan mutu.

Kebijakan Investasi. Mengacu pada Undang Undang Nomor 
39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, asas penyelenggaraan kegiatan 
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perkebunan nasional mencakup kedaulatan, kemandirian, 
kebermanfaatan, keberlanjutan dan keterpaduan, kebersamaan, 
keterbukaan, efisiensi, berkeadilan, kearifan lokal, serta kelestarian 
fungsi lingkungan hidup. Karena itu, setiap investasi unit 
pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor, 
wajib membangun kebun dalam jangka waktu 3 tahun setelah unit 
pengolahannya beroperasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk 
Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-
Daerah Tertentu, wajib pajak yang melakukan investasi dapat 
diberikan fasilitas pajak penghasilan sepanjang memenuhi kriteria 
yang memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor, 
memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar, atau memiliki 
kandungan lokal tinggi. Kriteria ini dapat digunakan untuk PG 
baru, khususnya di luar Jawa.

 Dengan referensi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 
tentang Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan 
di Bidang Penanaman Modal, perkebunan tebu dan PG tidak 
termasuk dalam Daftar Negatif Investasi, sehingga tetap terbuka 
untuk penanaman modal dalam negeri dan asing, tetapi dengan 
persyaratan tertentu dimaksudkan untuk tetap menjaga eksistensi 
PG. Investasi baru bertujuan pula mendorong kompetisi yang 
semakin sehat dan dinamis dengan existing PG. Pembangunan 
PG baru untuk menghasilkan beragam jenis gula (GKM, GKP, 
GKR, atau gula cair), baik secara terintegrasi dengan industri 
hilir penghasil produk derivat maupun tidak terintegrasi, wajib 
membangun kebun sendiri. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
76/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Pembebasan 
Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk 
Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka 
Penanaman Modal. Batasan ini berlaku, baik untuk Jawa maupun 
luar Jawa.
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Kebijakan pengelolaan PG existing. Dua kebijakan ditetapkan 
dalam rangka peningkatan kinerja PG existing, yaitu re-grouping 
dan revitalisasi PG. Berdasarkan klasifikasi daya saing PG, terdapat 
beberapa PG yang berkapasitas kecil di bawah 2.000 TCD. PG yang 
termasuk klasifikasi ini umumnya tingkat efisiensinya rendah. 
Oleh karena itu, diambil kebijakan re-grouping menjadi satu PG 
baru berkapasitas minimal 4.000 TCD. Kebijakan revitalisasi PG 
mengarah pada PG-PG yang termasuk klasifikasi menengah dan 
kuat. Kebijakan revitalisasi ini khususnya ditujukan kepada PG-
PG milik BUMN yang tingkat efisiensinya belum optimal dan 
biaya pokok produksi tinggi. Peningkatan kapasitas merupakan 
prioritas utama dalam revitalisasi PG di samping peningkatan 
kemampuan sumber daya manusia. Kebijakan re-grouping dan 
revitalisasi bertujuan agar pabrik gula mempunyai tingkat 
efisiensi yang tinggi dengan OR (overall recovery) minimal 80%, 
kualitas produk sesuai SNI, memenuhi standar operasional ISO, 
mempunyai areal binaan minimal 80% dari sekitar PG, dan dengan 
harga pokok yang mampu bersaing dengan harga gula dunia.

Kebijakan Pembangunan PG Baru di Luar Jawa. Peningkatan 
produksi gula tidak mungkin lagi bersandar pada lahan di Jawa. 
Tidak saja luas lahan yang semakin terbatas, tetapi juga persaingan 
antarkomoditas dan kesuburan lahan yang terdegradasi. 
Kebutuhan lahan yang dapat mendukung peningkatan produksi 
hanya tersedia di luar Jawa. Hambatan dalam pembangunan 
PG baru adalah tersedianya lahan dan infrastruktur pendukung. 
Untuk memperlancar terwujudnya pengembangan areal baru, 
maka penyediaan tanah clear and clean akan difasilitasi dan 
diselesaikan oleh pemerintah. Melalui koordinasi dengan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka 
kawasan hutan seperti hutan produksi dan hutan konversi bisa 
dimanfaatkan untuk pengembangan areal baru perkebunan tebu. 
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
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2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai implementasi 
telah pula diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/
Menhut-II/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Pinjam 
Pakai Kawasan Hutan sekaligus revisi atas Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Pinjam 
Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/
Menhut-II/2013. 

Dalam konteks satu kawasan yang hanya memungkinkan 
untuk pembangunan satu PG baru, tetap perlu diupayakan 
pengembangan industri hilir, minimal pabrik bioetanol, co-
generation, dan pakan ternak. Pembangunan PG baru di luar 
Jawa dengan sistem cluster. Satu cluster mencakup area sekitar 
60.000 ha dengan 3 PG masing-masing berkapasitas 8.000-10.000 
TCD, dengan pembangunan kebun tebu untuk kemandirian 
dalam penyediaan bahan baku. Perusahaan dalam melaksanakan 
pembangunan kebun dapat bermitra dengan petani sekitar.  

Perkembangan investasi PG baru di Jawa dan luar Jawa 
antara lain dapat ditunjukkan dalam kemajuan pengelolaan 
investasi dari 3 PG swasta (PG PNS, PG SMS, dan PG GMM). PG 
PNS adalah PG yang beroperasi di wilayah pengembangan tebu 
lahan rawa. Wilayah ini merupakan salah satu upaya terobosan 
baru pengembangan tebu. PG SMS adalah PG yang beroperasi di 
wilayah tebu lahan kering iklim kering di Pulau Sumbawa, NTB. 
PG GMM merupakan salah satu dari PG baru di Jawa yang sudah 
beroperasi sejak tahun 2016. Profil tiga PG baru tersebut dapat 
dilihat pada Tabel Lampiran 3.
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Gambar 8.	 Transportasi kanal hasil panen tebu di lahan rawa Sumatera 
Selatan

Gambar 9. Pengembangan tebu di lahan rawa Sumatera Selatan
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Gambar 10.	Kebun benih sumber tebu di areal PG Sumbawa Mantap 
Sejahtera, Dompu, NTB

Gambar 11.	Salah satu implementasi investasi pembangunan PG Baru di 
Dompu, Sumbawa, yang sudah beroperasi sejak 2016

Integrasi on farm dan off farm. Pengintegrasian sektor on 
farm dan off farm dalam satu manajemen. Sistem ini bertujuan 
memastikan jaminan terolahnya tebu petani dan terpenuhinya 
bahan baku PG, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Demikian 
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halnya dalam penerapan Analisis Rendemen Individu menyeluruh 
di semua PG. Pengukuran ini merupakan langkah perwujudan 
transparansi dan menjadi bagian penting untuk menumbuhkan 
kepercayaan petani serta memberikan motivasi untuk menerapkan 
praktik budi daya terbaik (good agricultural practices).
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Bab 5. 
 
PROSPEK PENGEMBANGAN 
INVESTASI AGROINDUSTRI 
GULA

Potensi Sumber Daya  

Lahan potensial untuk pertanian adalah lahan yang secara 
biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat 
fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikem-

bangkan untuk pertanian.

Lahan dan Air

Tanaman tebu umumnya dapat tumbuh pada ketinggian tempat 
sampai 1.200 m dpl, tetapi secara ekonomis diusahakan sampai 
dengan ketinggian 400 m dpl. Kemiringan lahan berlereng datar 
sampai dengan < 8% dan lereng optimum < 2%, sangat baik untuk 
pertanaman. Sedangkan untuk kemiringan yang lebih tinggi 
penanaman tebu harus sejajar dengan garis kontur. Drainase 
pertanaman tebu harus berfungsi baik dan kondisi tanah tidak 
boleh tergenang. Tebu tumbuh optimal pada tanah lempung 
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berkapur atau berpasir dan lempung berliat, dengan solum 
kedalaman efektif minimum 50 cm tanpa ada lapisan padas, 
dengan struktur baik dan remah (gembur).  Kelembapan tanah 31% 
dan kemasaman tanah (pH) antara 5,0–8,0, dengan pH optimum 
5,5–7,5 sesuai untuk pertumbuhan dan produksi tebu, dengan 
kadar alkalin < 20%, salinitas < 10%, dan kedalaman sulfidik > 100 
cm (Djunaedi, et al., 1997). 

Kemiringan lereng merupakan salah satu masalah serius di 
sebagian lokasi areal pengembangan tebu, terutama pada areal 
dengan kemiringan lereng lebih dari 40%. Faktor kemiringan 
lereng menjadi kendala utama dalam teknis pengelolaan kebun, 
misalnya dalam pengangkutan hasil panen. Tanah dengan 
kemiringan lereng lebih dari 40% juga berisiko besar mengalami 
erosi permukaan yang berat. Penanaman tanaman penutup tanah 
(cover crop) sebaiknya dilakukan pada lahan dengan kemiringan 
lereng lebih dari 15%.

Retensi hara pada sebagian besar jenis tanah yang ada di 
Indonesia memberikan indikasi bahwa pemupukan dengan dosis 
yang tepat merupakan kunci keberhasilan pertumbuhan dan 
produksi tanaman. Beberapa jenis tanah juga memiliki karakteristik 
sangat buruk, seperti tanah Regosol dan Podsol yang memiliki 
tekstur sangat kasar di seluruh lapisan. Pada banyak lahan tebu 
di Indonesia, pupuk organik sudah merupakan kebutuhan utama 
untuk perbaikan kondisi lahan. Kandungan C organik lahan yang 
optimum adalah 0,4%.

Air adalah unsur yang penting bagi pertanaman. Ketersediaan 
air pengairan dan dampak keberadaan air tanah, kondisi drainase, 
serta bahaya banjir, harus menjadi perhatian untuk pengelolaan 
pertanaman tebu. Masalah hidrologi pada pertanaman tebu lebih 
berupa teknis pengaturan tata air/drainase yang berdampak 
langsung terhadap proses pertumbuhan tanaman, khususnya di 
lahan yang sering atau selalu tergenang.
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Iklim dan Lingkungan

Kriteria umum iklim untuk pertanaman tebu, terutama untuk 
pertumbuhan tanaman tebu dibutuhkan curah hujan sekitar 
1.300 mm per tahun, dengan curah hujan yang teratur selama 
pertumbuhan vegetatif, yaitu berkisar 110–180 mm per bulan. 
Sedangkan temperatur harian rata-rata 28°C, dan temperatur 
tahunan berkisar 21–34°C, optimum pada kisaran 24–30°C, serta 
kelembapan udara pada masa pematangan < 70%.

Karakterisasi agroekologis untuk tanaman tebu di berbagai 
wilayah di Indonesia telah dipetakan oleh Kementerian Pertanian 
(regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/karakteristikwilayah.pdf), 
sesuai standar. Peta tersebut sementara ini digunakan sebagai 
acuan untuk pengembangan tebu di wilayah baru.

Tabel 12. Standar kesesuaian lahan untuk tebu

Kualitas Karakteristik 
Lahan

Kelas Kesesuaian Lahan

S1 S2 S3 N

Temperatur (tc) 24-30 30-32 32-34 > 34

Rerata harian (°C) 22-24 21-22 < 21

Ketersediaan Air (wa)

Curah hujan (mm) 10 
harian

60 50-60 30-50 > 30

Kelembapan udara (%) ≤ 70 > 70

Sinar matahari (jam/th) > 1.800 1.400-1.800 1.200-1.400 > 1.200

Ketersediaan oksigen (oa)

Drainase baik, agak 
baik

agak 
terhambat

terhambat, 
agak cepat

sangat 
terhambat, 

cepat

Media perakaran (rc)

Tekstur tanah h, s ah ak K

Bahan kasar (%) < 15 15-35 35-55 55

Kedalaman tanah (cm) > 75 50-75 25-50 < 25

Gambut 

Ketebalan (cm) < 60 60-140 140-200 > 200
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Kualitas Karakteristik 
Lahan

Kelas Kesesuaian Lahan

S1 S2 S3 N

+ dg sisipan/pengkayaan < 140 140-200 200-400 > 400

Kematangan saprik saprik 
hemik + 

hemik 
fibrik +

fibrik

Retensi hara (nr)

KTK liat (cmol) 16 ≤ 16 - -

Kejenuhan basa (%) 50 35-50 < 35

PH (H20) 5,5-7,5 50-5,5; 7,5-
8,0

< 5,0 dan 
> 8,0

C- organik > 0,4 ≤ 0,4

Toksisitas : (x)

Salinitas (ds/m) < 5 5-8 8-10 -

Sodisitas (xn)

Alkalinitas/ESP (%) < 10 10-15 15-20 20

Bahaya sulfidik (cm)

Kedalaman Sulfidik (cm) 125 100-125 60-100 < 60

Bahaya erosi (eh)

Lereng (%) < 8 8-16 16-30 > 30

Bahaya erosi Sr r-sd b Sb

Bahaya banjir (fh)

Genangan Fo - F1 F2

Penyiapan lahan (lp) < 5

Batuan di permukaan (%) < 5 5-15 15-40 40

Singkapan batuan (%) 5-15 15-25 25

Perkiraan hasil tebu (ton) > 125 > 100-125 > 70-100 < 50

Perkiraan rendemen (%) > 12 > 10-12 > 7-10 < 5

Sumber: Djaenudin, et al., 1997; Ritung et al. 2011

Secara agroekologis, tebu dapat memberikan hasil yang 
optimal bila ditanam di wilayah dataran rendah yang relatif datar 
dan beriklim lebih kering. Di Indonesia wilayah agroekologis yang 
demikian diperkirakan mencapai luasan 3,62 juta ha, tersebar di 
Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Wilayah 
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ini mempunyai topografi datar sampai berombak dan terdapat di 
dataran aluvial, teras marin, basin lakustrin, serta dataran vulkan. 
Sebagian besar lahan ini jenuh air pada musim hujan dan/atau 
rekah pada musim kemarau. 

Wilayah agroekologis yang sesuai untuk pengembangan 
tanaman tebu di Sumatera mencapai luasan 0,21 juta ha terutama 
terdapat di Provinsi Aceh (sekitar Sigli) berupa dataran aluvial. 
Dari luasan tersebut 0,15 juta ha sudah digunakan sebagai sawah 
beririgasi, sedangkan 0,06 juta ha belum dikembangkan dengan 
kendala berupa ketersediaan air terbatas.

Di Jawa wilayah agroekologis yang sesuai untuk pengem-
bangan tebu mencapai luasan 0,97 juta ha, terdapat di Jawa 
Barat (Indramayu, Cirebon), Jawa Tengah (Grobogan, Blora, 
Rembang), dan Jawa Timur (Nganjuk, Lumajang, Lamongan, dan 
Probolinggo). Lahan berupa dataran aluvial yang membentang 
sepanjang pantai utara Jawa dan sebagian berupa dataran vulkan. 
Pada saat ini lahan-lahan ini berupa sawah, pemukiman, dan 
daerah industri. 

Wilayah agroekologis ini di Nusa Tenggara seluas 0,32 
juta ha tersebar di dataran aluvial dan vulkan Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (Mbay dan Lembah Bena) dan Nusa Tenggara 
Barat (Lombok Tengah). Pada saat ini lahan-lahan ini digunakan 
sebagai sawah tadah hujan seluas 0,21 juta ha sebagian besar di 
daerah Nusa Tenggara Barat. Sisanya seluas 0,11 juta ha berupa 
lahan pengembangan terdapat di Nusa Tenggara Timur, dengan 
permasalahan ketersediaan air terbatas.

Di Sulawesi wilayah agroekologis ini meliputi luas 0,45 juta ha 
terutama terdapat di Sulawesi Selatan (sekitar Danau Tempe dan 
Sindrang), Sulawesi Tengah (Lembah Palu), Gorontalo (sekitar 
Danau Limboto dan Paguyaman), dan Sulawesi Tenggara (Pulau 
Buton). Pada saat ini lahan tersebut telah digunakan sebagai 
sawah irigasi, sawah tadah hujan, dan pemukiman seluas 0,24 
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